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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah
melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 dapat tersusun,
sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada Bawasiu Provinsl Bali atas target Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun
2020, Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dar Peraturan Presiden
Nomaor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemenntah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali
Tahun 2020 menggambarkan sejumiah capaian kinena yang telah dicapai
dibandingkan dengan farget kinerja yang teiah ditetapkan pada Tahun 2020
Berbagai upaya felah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaximalkan pencegahan dan pada
panindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak
lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan ielah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Bawasiu Provinsi Bali Tahun 2020 akan dapat diperoleh
manfaal bagl perbakan dan peningkatan kinerja dan Bawaslu Provinsi Bali
Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan
untuk penyempurnaan di masa yang akan datang

Danpasar, 01 Februari 2021
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1.1 Latar Belakang

Ball adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama
pulau terbesar yang menjadi bagian dasd provingi tersebut. Pulau Bali terietak di
8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis
seperti bagian Indonesia yang lain. Selain terdiri dan Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali
juga terdin dan pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, vaitu Pulau Nusa Penida,
Pulau MNusa Lembongan, Pulau MNusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau
Serangan. Bali teretak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, Ibukota provinsinya
ialan Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayortas penduduk Bali
adalah pemeluk agama Hindu Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan
keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagl para wisatawan Jepang,
Ausfralia, dan negara manca negara lainnya, Ball juga dikenal dengan sebutan Pulau
Dewata dan Pulau Seribu Pura Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5 63666 km® atau
0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8
kabupaten vaitu. Kabupaten Badung Kabupaten Tabanan Kabupaten Jembrana,
Kabupaten Buleleng, Kabupsten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten
Klungkung, dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, dan 715
desa'kelurahan Pada tahun 2020, di Provinsi Ball melaksanakan Tahapan Pemilu
Tahun 2020 yakni Pemilihan Kepala Daersh Serentak Tahun 2020, yakni Pamilihan
Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten
Tabanan, Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem, serla Pemilihan Walikota
Denpasar dan Wakil Walikota Denpasar.

Badan Pengawas Pamilihan Umum {Bawasiu) Provinsi Bali adalah salah satu
lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak
manapun terkail dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pelaksanaan tugas
dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang — Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum yang juga merupskan perubahan dan Undang — Undang
Momor 15 Tahun 2011 serta dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2020 Tentang Pernetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1
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Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang
MWomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang,.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
dalam rengka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang
demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2
September 2013 Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Bali sudzh menjadi
badan yang permanen yang diseriai dengan dilantiknya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali
pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk
Panita Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc. Pelaksanaan program dan kegiatan
Bawasiu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesual dengan Peraturan Pamesintah
MNomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kera dan Anggaran
Kementenan/Lembaga. Berdarsarkan Peraturan Pemerintah No. 8/20068 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan MNomor 53 Tahun 2014 seria
Kepulusan Sekretans Jenderal Bawaslu Ri Mamaor .
0233 AIBAWASLU/SJIPR .04 02/1X/2018, Bawaslu sebagai lembaga yang
menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiastannya serta
untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka disusuniah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud peranggungjawaban Bawaslu atas
petaksanaan dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pamerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yvang telah ditetapkan malalul sistem
pertanggungjawaban secara panodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian
kinerja Bawasiu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2020,

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilinan Umum,
berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.2.1 Kedudukan
Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi
1.2.2.1 Tugas Bawasliu Provinsi adalah :
1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
a. Pelanggaran pemilu
b. Sengketa proses peamiiu
£. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang
terdiri atas
a.  Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pamilu;
b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar
pernilih t=tap,
e. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan iata cara pencalcnan
anggota DPRD provins:;
d.  Penestapan calon anggota DPD dan calen anggota DPRD provins,
Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
f Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;



T

P e33z—& =

SRt B

o

LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
Penghitungan suara di wilayah kerjanya

Pergerakan sural suara, berita acara penghihmgan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU
Provinsi,

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan:

FPenetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinss;

Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengawasi pelaksanaan putusan/ksputusan di wilayah provinsi, yang terdiri
atas:

Putusan DKPP:

Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pamilu;
Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota,
Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak
yang dilarang jkut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang — Undang ini;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya
berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
= undangan

Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi
Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

Melaksanakan tuges lain  sesuai dengan  ketertuen  peraturan
perundang — undangan.

1.2.2.2 Bawaslu Provinsi berwenang untuk :

.

Menernma dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemiluy,

Memenksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak
yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelezaian sangketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Mengambil alih  sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawasiu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila
Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementars akibat dikenai sanksi atau
akibat

lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang — undangan,

Meminta bahan  keterangan yang  dibutuhkan  kepada  pihak
yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu
dan sengketa prosas pemilu di wilayah provinsi;
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g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kola setelah mendapatkan
pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang berentangan dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan, dan

h. Melaksanaskan wewenang |ain sesuai dengan keientuan peraturan perundang-
undangan,

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:
Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu
marmiliki kewajban sebagai benkut ini:

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnys;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas
Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. Menyampaikan laporan hasi pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan
lahapan Pemilu secara penodik danfatau berdasarkan kebutuhan,

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan
pelanggaran yang dilakukan olen KPU Provinsi yang mengakibatkan
lerganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi

e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara baerkelanjutan
yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan
sesual dengan ketentuan peraturen perundang-undangan; dan

f.  Melaksanakan kewajiban lain sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.3 Struktur Organisasi
1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan
Bawasiu Nomar 7 tahun 2019

Tabel. 1.1
Struktur Organisasi
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Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretanal Jenderal Badan Pengawss Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
terdin dari

A.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Anggota Bawaslu Provinsi Bali berjumiah 5 (lima) orang terdiri atas seorang
ketus merangkap anggota serta 4 (empat} orang anggota lainnya. Ketua
Bawaslu Provinsi Bali dipilih secara Rapat Pleno cleh seluruh anggota Bawaslu
Provinsi Bali. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali adalah 5 (lima) tahun
terhitung sejak pengucapan sumpahfjanji Keanggotaan Bawaslu Provins! Bali,
Selain itu, sefiap anggota Bawaslu Provinsi Bali membawsahi Koordinasi Divisi
(kordiv). Darl lima anggota itu dibagi ke 5 koordinator divisi, yaitu Divisi SOM
dan Organisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Penanganan Pelanggaran,
Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Divisi Hukum, Humas
dan Datin

Kepala Sekratariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyal lugas melaksanakan pemberian
dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta
koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolzan
urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negars, pelaksanaan
urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protocol dan
keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Bagian Fengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan
pelanggaran, pengawasan partisipatf, pengelolaan hubungan sntar lembaga.
akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di
daerah provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses,
dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan
penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu,
pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian
informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah provinsi,

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara
Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 huruf a mempunyal tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengeioiaan keuangan, dan
barang milik Negara
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1.3.2 Aspek Strategis Organisasi
Bawaslu Provinsi Ball memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi:
a. Dibsntuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan
rakyal, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis.
D Dibentuk untuk berperan dalam semua lahapan demokrasi, balk ransisi maupun
konsolidasi.
€. Memastkan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi akltor
pengendali pemilu.
d. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya pofitik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentfikasi potensi dan permasalahan untuk
mengatasi pengaruh dinamika lingkungan sirategis terutama politik lokal dan politik
nasional terhadap program dan kegiatan yang skan dilaksanakan Bawaslu Provinsi
Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh
terhadap Bawsasiu Provinsi Bal

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi
Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam
menghadapi persoalan-persoalan tersabut, di antaranya adalah :

a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan
penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, vyang dapat
mencegah konflik politk berujung pada tindak kekerasan, seperti
penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi
politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan). jabatan, barang,
dan uang {(money polifics);

b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;

Adanya kewenangan menyalesaikan sengketa,

d.  Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara
partisipatif,

g. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam
peneaakan hukum Pemilu;

. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dan negara;

§. Kemandirian dalam rekritmen Pegawali MNeger Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawal Neger Sipil,

h. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya,
dan

i Kernasama dengan sfakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu

£

1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi
Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan
penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

8. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepal daripada perkembangan
teknis pengawasan pamilu yang masih bersifat kanvensional;

b. Regulasl iekmis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki
regulasinya agar lebih kemprehensif,

c. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad

6
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hoc), karena bersifal ad hoc maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan
dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi

Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa
kabupaten/kota yang masih kurang;

Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadal di tingkat
Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan),
dan ingkat desalkelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesual
ketentuan yang berlaku
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BAE I
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sesual dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga
pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas
dan bermartabat Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan
transparan, akuntabel, kredibel padisipati dan hasilnya dapat diterima cleh semua
pihak. Untuk itu, disusun visl, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus
dicapai melalu pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifal substansi dan
kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi,

2.2Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tehun 2020 — 2024, Bawasiu memiliki Visi yang
menunjukkan jat diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu
“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

2.2.1 Visi

Pada tahun 2017, teradi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan
mampengaruhi  arah  perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, vakni
ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-
Undang Nomar ¥ Tahun 2017 sebagal pengganti atas beberapa peraturan penindang-
undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota
Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang
penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi
antara lain;
1 Sistem penyalenggaraan Pemilihan Umum;

2 Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupatenfkota dan
semula adhoc menjad permanen; dan

4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Penjelasan Visi:

Bawaslu berekad untuk menjadi aklor yang mensinergikan seluruh potensi
bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas, Pencegahan
dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dan unsur masyarakat
maupun pemangku  kepentingan (slakehoiders) Pemilu dilakzanakan secara
transparan, akuntabel kredibel dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahanPemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhimya adalah
Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan
eleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pamilu dan penyalesaian
sangketa Pemilu secara profesional berintegritas, netral, transparan, akuntabel,
kredibel, dan partisipatif sesual dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan
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Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dani
pubdik

2.2.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebui, Bawaslu menyusun Misi yang akan
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi
Bawaslu adalah:

a Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta
kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

0. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa
proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan,
penindakan serta penyelasaian sengketa pemilu terintegras|, efektif, transparan
dan aksesibel,

8. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur
Sekretanat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan fata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi
informasi sesuai dengan prinsip lata-pemerintahan yang baik dan bersih

Penjelasan Misi:

Kelima Misi Bawasiu tersebut, yang sesuai dengan ftugas, fungsi, dan
kewenangan Bawaslu, dmaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: "Menjadi Lembaga
Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuali amanat undang-undang,
maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu seria
kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat
penting dan strategis, untuk itu Bawasiu akan mengembangkan suatu pola dan metode
pangawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang
pada pengembangan manajemen risko Pemilu (electoral risk management) yang
didasarkan pada Indeks Kerawanan Permilu.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak
membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam
negeri maupun pihak dan luar negeri Pengalaman dalam pengawasan Permilu,
penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu

Sejalan dengan misi pertama tersebut. maka pada misi kedua terkat
peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat
penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawasiu dalam menindak pelanggaran Pemilu
diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat
meminimalsir potensi pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperiukan dukungan
kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan
peraturan secara cermat dan partisipatif. Kerangka hukum tersebut dikelola secara
terintegrasi, baik dan sisl proses penyusunan/pembuatan (legal drafing) sehingga
dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih,

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung
dengan sualu sislem kontrol dan manajemen, serna teknologl yang berskala luas,
terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu periu menetapkan
misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung

9
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kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,
efektd, transparan dan aksesibel. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat
kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Data
hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik,
terintegrasi, saling terkoneks: antar bagian dan mudah diakses oleh masyarakat..

Misi kelma, Bawaslu akan mempercepal penguatan kelembagaan, dan SDM
pengawas sera aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan
pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalul penerapan tata keloia
organisasi secara professional dan sesual dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik
dan bersih.

Dalam upaya memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjad perhatian
yang besar, mengingat terjadinya peningkatan fend pelanggaran kode etk
penyelenggara Femilu di jajaran pengawas Pamilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
Fenomena ini memerukan penanganan yang senus oleh Bawaslu, mengingat posisi
dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memeriukan legitimasi politik
yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga
dalam menjaga marwah organisas! dan seluruh aparatumya. Peningkatan integritas
pengawas Pemilu int harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan
pengendalian nternal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawasiu
Kabupaten/Kola kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas
pengawas pemilu ini menjadi salah satu agends penting yang hendak diwujudkan eleh
Bawaslu. Misi kelima inl juga mencakup upaya memperkuat sistern pengawasan dan
pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi,
mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme

2.3Tujuan dan Sasaran Strategis
2.3.1 Tujuan
Berdasarkan hasi |dentifikasi potensi dan permasalahan yang akan dinadapi
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawasiu, maka tujuan yang
ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan efektiftas keglatan pencegahan dan pengawasan pemilu,
memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu pantisipatif;
b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu
dan panyel@saian sengketa proses pamilu,
Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualitas;
d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang lerintegrasi,
efektif, transparan dan aksesibel,
& Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan
sesuai dengan prinsip tata-pemenintahan yang baik, bersih dan modermn,

Le ]

2.3.2 Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024
adalah:

a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan
pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu
partisipatif,

b. Meningkatnyakualitaspenindakanpelanggaranpemiludanpenyelesaian sengketa
proses pemilu;

10
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¢, Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang
berkualilas;

d. Terbangunnyasistemteknologiinformasiyangterintegrasi efektif, transparan dan
aksesibel;

e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasl yang professional dan
sesual dengan prinsip tata-pemenntahan yang baik, bersih dan modem

Tabel 2.1
Program Strategis Bawaslu

No | Sasaran Strategls | Indikator Sasaran Strategis Program

_ Persentase Penyelenggaraan
Meningkatnya | Pengawasan Pamiiu aleh

kyaitas Bawaslu Provinsi dan
penyelanggaraan | Kabupaten/Kota
pEngawasan == Program P&ngawasan
1 | pemilu cleh Persentase teknis Penyelenggaraan Pamilu
Bawaslu Provinsi | pangawasan atas '
dan Lembaga penyelenggaraan pemiu oleh
Pengawas Pemidu | Bawaslu Provinsi dan
Ad-hoc Kabupaten/kKota yang
disesuaikan dengan regulasi

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu 2020 — 2024 yang memuat program pembangunan
jangka menengah kemudian diturunkan daam rencana kegiatan (acfion plan) tahunan
yang pada tahun 2020 merupakan tabun pertama untuk mewujudkan visi dan misi
Bawaslu, Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinera utama dari
sebap sasaran sirategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun
2020 vyang lerdirl darl kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan
penyelenggaraan pembinaan dan  pengawasan internal serta  kegiatan
penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-
undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan
penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing
indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2020

No Indikator Kinerja Kegiatan |
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pembinaan dan F-;:ngerduan Administras|
Fersentase Jumlah Laporan Layanan | Keuangan dan

Administrasi BMN

‘Pembinaan SDM Pengawas dan
Kesekretariatan |

1
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Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
FPelaksanaan
Program

Fersantase Teknis Penyelanggaraan
2 | Pengawasan Pemilu Bawaslu
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengawasan Pemilu Partisipatif

‘Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan |
dan Supearisi
Pengawasan Pemilu/Pemilihan

F'ernilu.fEamHihan —

Fasilitasi, Koordinasi, Dan Pelaparan
Bawaslu Provinsi

Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan 1
Penindakan

Kehurmasan dan Data |nfarmasi

Fersentase Laporan Pengelolasn
Administrasi dan Manajemen FElRNGgAEn
3 I F‘EFI:EI'IEEI‘IEH] Pﬁnggm dan thlﬂmn‘lpﬂhmnﬂﬂn F'll'lf-l!l!ﬂ-ﬂl&l‘l
Penyelesaiaan Sengketa Sengketa
Froses Pemilu/Pemilihan
Fasilitas: Sentra Gakkumdu
Advokas Pelenggaran dan Pidana
Femilu/Pamilihan _
4 Laporan Laporan Fasiitasi Bidang Maonitering dan Eveluasi Pelaksanaan '
Hukurm Produk Hukum
Dhiseminasi Peraturan Perundang-
Undangan _
Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan |
s | Persentase Laporan Pengelolazn Dokumentasi

_ngeﬂnman r.'iﬁﬁ palayan._an data dan
informasi publkik

Persentase Pengawasan
8 | Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah

I
Laporan Pengawasan Pilkada Sereniak |
Kabupaten/Kota

Farsentase Layanan Sarana dan
Frasarana Internal

FPengadaan peralatan fasiiitas perkantoran

hamhangunam’ramvﬂsl gedung dan
bangunan

8 | Persentase Layanan Perkanioran

Gaji dan Tunjangan i

Cperasional dan Pemeliharaan Kanter

2.5Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan mangemean pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serla beronentasi pada hasil dan mencapan larget kinerja. Secara nina,
Indikator Kinernja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provins: Bali adalah

sebagai berikut:
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Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BEADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target = Anggaran

Persentase Paenyelanggaraan
Meningkatnya Pengawasan Pemilu oleh

kualitas Bawaslu Provinsi dan 0%
penyelenggaraan | Kabupaten/Kota
| pengawasan s
1 | pemilu cleh Perssriase teknis 72212,022.000 -

dan Lembags penyelenggaraan pemilu oleh

p Pemilu B5%,
Sngaas Bawasiu Provinsi dan

Ad-hoe Kabupaten/Kota yang

disesuaikan dengan regulas!
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AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu tahun 2020 pada dasarnya merupakan rangkaian proses atau
kegiatan untuk mencapai sasaran Rensira 2020-2024. Pencapsian kinerja per satuan
kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dar pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pamilihan Umum (Bawaslu)
Provinsi Bali tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasl yang telah dicapal. Perbedaan antara
yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap
sebuah sasaran.

Keberhasilan atau kelidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan
peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk
mewujudkan Bawaeslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan
berkualitas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setisp capaian sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan
beserfa parmasalahan yang terkait dengan capaiannya, Berikut ini adalah evaluasi dan
analisis capaian kinerja tahun 2020 !

Tabel. 3.1
Gambaran Capaian Sasaran Strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis T TR CapaiEn
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
1 pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan 100%
Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
Rata-Rata Capaian 100%

3.2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

"_

3.2.1.1 Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu serta
Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengawasan Pemilu
Pemangku kepentingan (Stakeholder) adalah semua pihak yang berkepentingan
terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemenntah, penyelenggara Pemily,
pemantau Pemilu, partal politik, peseria Pemilu, organisasi masyarakat, media maszsa
dan pemilih. Indikator ini untuk mengukur jumiah keterlibatan stakeholder dalam
pengawasan Pemilu. Semakin tingg keterlibatan stakeholder maka kualitas
pencegahan pelanggaran semakin meningkat Berikut adalah keterlibatan Stakeholder
pada Pengawasan Pemilu Tahun 2015 dan 2020,
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A. Keterlibatan Stakeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan

Tabel. 3.2
Keterlibatan Stakeholder dan Maafaratat I'Jalam Pengawasan

2020
1 | KPU (Komisi Pemilihan Umum) KPU  (Kemisi Pemithan Umum)
Prewvinsi Bali
, | KPID (Komisi Penyiaran Indonesia) KPID (Komisi Penylaran Indonesia)
Pravinsi Bali
3 | Kepofisian ) Kepolisian Daerah Provinsi Bali
4 | Kejaksaan - Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Folitik | Korem 163/Wira Satya
I {heshangpol) R -
| § Parisada Hindu Dhama Indonesia (PHDI} | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ol . (Keshangpol Provingl Sal
7 | Majedis Ltama Desa Pakraman (MUDP) Ombudsman Perwakilan Bah
g | Romisi Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Publih (K1) Frovinsi
Bali
g | Forum Kenkunan Umat Beragama (FKUB) | Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi
Bal:
10 | Media masa (cetak/elekironik) " Sapol PP Provinsi Bal
(H Satpol PP | BKD Provinsi Bali
12 L!L'.lH [FSA Majelis Desa Adat | F"rwlnsl Bal
13 | Universitas Udayana | PHDI Provinsi Bali
14 | Universitas Ngurah Rai ;' MU Provinsi Bal
[ 5 | 15 | STIE Satia Dharma ' MPGA Provinsi Ball
1ﬁ [- | FKUB Provinai Ball _
EidE KMHDI Provinsi Bali
ARG | Keuskupan Denpasar
19 |- Walubi Provinsi Ball
2 [- | MATAKIN Provinsi Bali
FINE Palketan Yowana Ball
22 |- Perhimpunan Pemuda Hindu
23 |- Gerakan Pemuda Ansor i '
24 |- ) Pemuda Muhammadiyah |
ag | Forum Generasl Muda Lintas Agama |
Frovinsi Bali
i HE OFD Patra Ball
27 |- | Pemuda Knstiyasa Baij
51| - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
(SKPF)
29 |- | TVRIBah
a0 |- RRI Denpasar
at |- Nusa Bali
32 |- Antara -
E-RE a ' Penggiat Pemilu

(* Sumber dais dan laperen penodik Bawasiy Sali)
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Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan keterlibatan stakeholder dalam
pengawasan Pemilu Tahun 2020 Peningkatan ketedibatan stakeholder merupakan
salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatf. Pengawasan
Pemilu partisipatif merupakan yang menjadi salah satu metode pengawasan yang
dianggap efektif dan efisien dalam pengawsasan Pemilu.

B. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Partisipasi Masyarakat

Hasil pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih secara
garis besar dapat disimpulkan berjalan dengan baik hingga dapat mencapai puncaknya
pada penetapan DPT. Dari awal pemutakhiran jumiah pemilih yang ferdafiar datam
daflar pemilih sebanyak 2.097.508 pemilih, kemudian dilakukan pencocokan dan
peneltian sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara terdapat pengurangan jumiah
sebanyak 123.069 sehingga menjadi 1.974.439 pemilih. selanjutnya dilakukan
perbaikan Daftar Pemilih Sementara agar mendapatkan daftar pemilih yang
termutakhir, akurat dan komprehensif. Daiam masa perbaikan tersebut ada pemilih
yang dihapus dan DPS dan ada pemilih yang ditambahkan ke DPS, sehingga secara
keseluruhan terdapat penambahan pemiiih dari DPS ke DPT sejumlah 26 988 pemilih
Sehingga daftar pemilh menjadi 2001425 pemilih sebagaimana tergambarkan
dibawah Ini, sedangkan jumiah pemilh yang menggunakan hak pilih sejumlah
1.454 412 Artinya sebanyak 75,22 % jumlah pemilih yang berpartisipasi dslam proses
pamilu.

Gambar 3.1
Pengawasan Daftar Pemilih Tetap
[ oarvameswmisTEvar ]
LSRR DA TAA AR TAN TR SO
LA ST e S LR A il P P ——
¥ 236.745 # $188.0924
TIF 15 S5 (G
*m EET — R
- '

FLEBIR AT E M TRFA N &N r q il L | i T Pl e, e Pl DR
# ¥3e2.013 } # #375.082
* 178411 "x ¥ 1a9a8a
*134-1&:- =t * o
#® ¥362.950 * = 444929
' 1A ART |_;. |.n.|-uu. Ll A iy AR, 574
* e, 488 L;—.ﬂl % -_éfl *‘ i

=Sy Dt - Hasd Pangewazan Bawasly KabupatanMoig
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Gambar 3.2
Jumlah Partisipasi Pemilih

PESTIGIFAE] FEMILIH
W, Bodsang: 04 825, |
¥ah. Bargh 83 887
Kak. Joririni 7782 o

Ml s =T 0w |
X, Tabanan 50 79N, |

woln Donpaase 63 P85

*Sumbiar Data - Hasi Pengawasan Bawasiu Kabupatenota

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:
1. Pengawasan

Pemilinan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak,
Jumlah dasrah yang melaksanakan Pemifhan Kepala Dasrah sebanyak 270 daerah
dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 keta, yang mana Bali khususnya
menggelar Pemilihan Kepala Daerah di 6 Kabupaten/Kota dan 9 Kabupaten/Kota di
Bali. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Kapala Daerah Tahun 2020 ini juga
dilaksanakan di tengah pandamic Covid-19 sehingga pengawasannya sedikit berbeda
dengan Pemilihan atau Pemilu sebelumnya

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memaksimalkan
pelaksanaan Tupoks: jajaran lemabaga Pengwas Pemilu seria mengoptimalkan
pemberian dukungan administrasi dan teknis pengawasan Kampanye dan Dana
Kampanye Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020, Bawaslu Provinsi melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:
1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Dalam
Rangka Pengawasan Pembentukan Panitia Adhoc dan Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 11 s.d 12 Februarn 2020
Peserta. Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Koordinator Divisi Pengawasan,
Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga danfatau Koordinator Divisi
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga se-Bali, Staf Divisi Pengawasan Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Bali. ' '
Tujuan kegiatan: Pemingkatan pemahaman pesera terkait Pengawsasan Tahapan
Pemiiu/Pemilihan Dalam Rangka Pengawasan Pembentukan Paniiia Adhoc dan
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pitkada Tahun 2020 agar dapat teraksana
sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallkota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada
tanggal 7 5.d 9 Oklober 2020 '

17



LKIP Bawasiu Provinsi Bali Tahun 2020

Peserta: Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar
Lembaga, HKoordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian
Sengketa, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan
3 (tiga) crang anggota. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 3 (lima) orang anggota
diundang Ketua Bawasly Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan 2 (dua)
orang Staf Pengawasan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

Tujuan kegiatan: Memaksimalkan kinerja pengawasan tahapan Kampanye dan Dana
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Waliketa dan Wakil Walikota
Tahun 2020 agar tercipla kesamaan persepsi antara Bawasiu Kabupaten/Kota se-Bali
yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walkota dan Wakil
Walikota Tahun 2020

3. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Perdengkapan Pemungutan Suara dan
Perlengkapan lainnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020
pada tanggal 20 sd 22 November 2020

Paserta. Koordinator Divisi Pangawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar
Lembaga, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian
Sengketa, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kata dangan
3 ({tiga) orang anggota, Bagl Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) crang anggota
diundang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga, Keoordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan 2 (dua)
orang Staf Pengawasan, Sekrefanat Bawaslu Provinsi Bali

Tujuan kegiatan: Kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk melakukan Koordinasi terkait
permasalahan, kendala yang ditemukan selama proses pengawasan Tahapan Pilkada
Tahun 2020, khususnya Tahapan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan
Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan
Tahun 2020 dan Pengawas Pemilu diselurun tingkatan adalah Terpolanya gerak
langkah Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Pilkada
Tahun 2020, khususnya Tahapan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan
Suara Dan Perlengkapan Lainnya Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan
Tahun 2020 untuk mewujudkan Pemiu/Pemilihan yang berasaskan asas Luber dan
Jurdil serta Demockratis, seria untuk menyamakan persepsi untuk melakukan tugas-
lugas pengawasan.

4. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2020 pada tanggal 28 s.d 30 November 2020

Peserta: Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar
Lembaga, dan 2 (dua) orang Staf Pengawasan bagl Bawaslu Kabupaten/Kota dengan
3 (tiga) orang anggota. Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) orang anggota
diundang Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, 2 (dua)
orang Staf Pengawasan, Sekrelariat Bawasiu Provinsi Bali,

Tujuan; Diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk
melakukan Koordinasi terkat permasalahan, kendala yang ditemukan selama proses
pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan pengawasan
pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi nasil penghitungan suara dan panatapan
hasil pada pemilihan kepala daerah serentak ftahun 2020 seria Pengawas Pemilu
diseluruh tingkatan adalah Terpolanya gerak langkah Bawasiu Kabupaten/Kota dalam
melaksanakan Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2020, khususnya Tahapan
pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dan penetapan hasil pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk
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mewujudkan PemiluwPemilihan vang berasaskan asas Luber dan Jurdil serta
Demokratis, serta untuk menyamakan persepsi untuk melakukan tugas-tugas
pengawasan

Selain melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pengawasan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di 6 (enam)
kabupaten’kota di Bali, Bawaslu Provinsi Bali juga melaksanakan kegiatan dalam
rangka aktualisasi dari Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum vaitu tentang pengembangan Pengawasan Partsipatif. Beberapa
keglatan yang dilaksankan oleh Bawaslu Provins: Bali, antara lain:

1. Sekolah Kader Pengawasan FPartisipatif yang dilaksanakan pada bulan Me: sampal
dengan Juli 2020, Kegiatan ini diikuti oleh 52 orang peseria dari 8 kabupaten/kota di
Bali, 7 orang pesera dan Kabupaten Badung, 8 orang peserta dan Kabupaten
Klungkung, 4 orang peserta dan Kabupalen Jembrana, 14 orang pesera dari Kota
Denpasar, 3 orang peserta dan Kabupaten Gianyar, 3 orang peserta dari Kabupaten
Karangasem, 13 orang dari Kabupaten Buleleng, dan 1 orang peseria dari Kabupaten
Tabanan, Dalam keanggotaan kelompok kerja kegiatan ini juga malibatkan pihak
eksternal sebagal anggota sekaligus narasumber yaitu, Dr, Drs. | Wayan Juana,
SE.Ak.MM (praktisi kepemiluan), Dr. | Nyoman Bagiastra, SH., MH (akademmisi). Agus
Putra Mahendra. 5.Scs. M.S: (jurnalis). Pada tahapan akhir kegiatan terdapat 50 orang
peserta yang dinyatakan lulus dalam tiga tahapan kegiatan yaitu tahap audio visual,
diskusi daring dan ujian daring.

2 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Bersama Pramuka Saka
Adhyasta Pemilu Kita Mendorong Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengawasan Pemilu” dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020

Peserta. Pengurus Kwarda Bali dan Pramuka Penegak se-Bali

Tujuan kegiatan: terpolanya gerak langkah dalam pembentukan saka adhyasta pemilu
guna meaningkatkan pengawasan partisipatt untuk mewujudkan pemilu/pemilinan yang
berasaskan Luber dan Jurdil serta Demokratis

3 Sosialisasi Peranan Pemilih Muda pada pengawasan Pamisipatif dalam
Pemilu/Pemilinan dilaksanakan dilaksanaan pada tanggal 5 Desember 2020

Peserta; Paketan Yowana Bali, Perhimpunan Pemuda Hindu, Kesatuan mahasiswa
Hindu Dharma Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadyah, Forum
Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali, DPD Patria Bali, Pramuka Penegak se-
Bali.

Tujuan kegiatan: terpolanya gerak langkah dalam pembentukan kader-kader
pengawasan Pemilu yang dinamis dan aktif di masyarakal guna meningkatan
pengawasan parisipatif untuk mewujudkan pemilu/pemiihan yang berasaskan Luber
dan Jurdil serta Demokratis.

2. Humas dan PPID

Kehumasan merupakan alat manajemen yang cukup efektif dalam pengelolaan
suatu lembaga Melalui pengelolaan kehumasan yang baik citra suatu lembaga dapat
dijaga bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik.

Khusus pada tahun 2020 ini, peran Humas menjad penting dalam rangka
memperkenalkan keberadaan Bawaslu, tugas dan fungsi serfa komitmen Bawasiu
dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang Luber Jurdil
Dengan demikian Humas menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi handal
yang dikelecla secara optimal kepada publik. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan
Bawaslu Provinsi Bali adalah Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasilas
Kehumasan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawasiu Kabupaten'Kota se-Bali
Tahun 2020 pada tanggal 2 s.d 3 Saptember 2020 bersama dangan Sekretariat Badan
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Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan kegiatan ini secara

teknis adalah meningkatakan kapasitas Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu

Kabupaten/Kota se-Ball dalam bidang kehumasan khususnya dalam komunikasi,

Penulisan Berita, Artikel, Rilis, Keterampilan Photographi, Videographi dan Infografis,

mangealcla isu dan madia sosial. Dan secara umum kegiatan ini bermaksud sebagai

sarana peningkatan kapasilas dan kompatensi Kehumasan di lingkungan Bawaslu

Provins| dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Ball guna mendukung keterbukaan informasi

publik sehingga dapat menyampaikan informasi kelembagaan berkaitan dengan

penyelenggaraan pengawasan dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat sesusl dengan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku. Selain itu dilaksankan pula beberapa rapat

arlara lain dalam rangka peningkatan peran kehumasan di lingkungan Bawaslu

Provins| dan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2020, Rapat

dalam rangka Sinegitas Bawaslu Provinsi Bali dengan Insan Pers pada tanggal 11

November 2020, Rapat dalam rangka Peningkatan Peran Kehumasan dalam Pengisian

Konten Buletin Cakra Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 12 November 2020, dan

Rapat dalam rangka evaluas pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pengelolaan PPID

di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 29 Desember 2020,

Selain peningkatan citra positif Bawaslu provinsi Bali meislui kinerja kehumasan,
pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Proving Bali juga dapat dilhat dan dinilal
masyarakat melalui pengelolaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumeniasi
(PPIP}. Sebagai lembaga Penyelenggara Peamilu yang mengawasi penyelenggaraan
pemilu diseluruh wilayah MNegara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan
tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumliah
prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan,
Keterbukaan informasl akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan
pemilu yang baik, yailu transparan, efektif dan efisien, sera dapal
diperangaungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap pengustan akuntabilitas,
mendorong profesionalitas, serla ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Mulai Tahun 2020 Bawasiu Provinsi Bali menunjukkan komitmen yang besar
terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknolog turut
memberkan pangaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di
Bawaslu. Tantangan akiual impiementas: keterbukaan informasi Bawaslu di era digital,
tidak lagl berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan
mformasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk
memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat Dalam
mendukung hal tersebul, Bawaslu Prowinsi Bali mulai melakukan sejumiah
pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di tahun 2020

Sehubungan dengan hal tersebul dan dalam rangka memaksimalkan
Fengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provins Bali dan
Bawasiu Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan
Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Bali dan Bawasiu
Kabupaten/Kota Tahun 2020 pada tanggal 27 s.d 28 Oktobar 2020. Maksud dan
Tujuan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
Bawasiu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 pads tanggal 27 s.d
28 Oktober 2020 adalah sebagai berikut;

1. Memperjelas ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengeloia
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Ball dalam menyediakan
informasi tertentu mealalul makanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi
Pubilik.
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2. Mendorong terwujudnya implementai UU. KIP secara efektif dan hak-hak pubilik
terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi |
4. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik di lingkungan Bawasiu Provinsi Bali;
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas
Seiain kegiatan rapat koordinasi dilaksankan pula beberapa rapat antara lain Rapat
Dalam Rangka Penataan Kehumasan dan Pengelolaan PPID Bawaslu Provinsi Bali
pada tanggal 9@ Maret 2020, Rapat Dalam Rangka penyusunan dan pengisian konten
Buletin Cakra Bawaslu Provins| Ball semester | pada tanggal 3 Agustus 2020, Rapat
dalam rangka Penataan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 31 Agustus 2020, Rapat dalam rangka Pembinaan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik sera Persiapan Penilaian Pelayanan
Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 26 Oktober 2020, Rapat dalam
rangka Persiapan Pemeringkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Bawaslu Provins| Bali Tahun 2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Rapat dalam
Rangka Audiensi Persiapan Pemeringkatan Pelayanan Data dan Informasi Bawasiu
Provinsi Bali serta Kesiapan Kehumasan untuk Mendukung Pemeringkatan Pelayanan
Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 22 Novernber 2020,

3.21.2 Dukungan SDM Dalam Pengawasan Pemilu

A. Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelengaara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah MNegara
Kesatuan Republik Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bisa
disebut Bawaslu memilki peranan dalam setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilu, salah satunya dalam pembeantukan Panwaslu Ad Hoc, Dalam Pamilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Bawaslu telah membentuk Pengawas Ah
Hoc diantaranya Panwas Kecamatan (Panwascam), Panwas Kelurahan!/ Desa
{PKD) s=erta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam
pembenfukan pengawas Ad Hoc Bawaslu memiliki peranan diantaranya
membarikan informasi kepada publik terkait adanya perekrutan Panwas Ad Hoc,
memberkan pembinaan dengan melaksanakan bimbingan teknis terkait tugas,
wewenang dan kewajiban dari pengawas Ad Hoc serla melaksanakan supervisi
terhadap pembentukan pengawas Ad Hoc.

B. Proses pembentukan Panwasiu Ad Hoc diawali dengan pengumuman
pendaftaran terhadap Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/ Desa seria
Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Setelah dilaksanakannya pengumuman
pendaftaran dilanjutkan dengan penerimaan berkas pendaftaran, tes teriulis
{CAT) hanya untuk Panwas Kecamatan kemudian dilanjutkan dengan seleksi
panarimaan dan terakhir pengumuman Panwas Ad Hoc terpilih kemudian
dilantik dan diberikan pembinaan berupa bimbingan teknis.
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Tabel. 3.3
Jumlah Panwaslu Kecamatan

No Kabupaten/ Kota Laki-laki | Perempuan | Jumlah Panwascam
i Kabupaten Badung 15 3 18
2. | Kabupaten Tabanan 29 1 30
 Kabupaten Jembrana 12 3 15
4 [ Kabupaten Karangasem 23 | 1 24
Kabupaten Bangli 11 1 12
Kota Denpasar 11 1 12
Total RELE 10 111 |
[* Sumber dafs dar laporen perodic Bawaesiy Bal) '
Tabel. 3.4
Jumlah Panwaslu Kelurahan/ Desa (PKD)
NO | KABUPATEN/KOTA Laki-laki | Perempuan Jumiah PKD
1 | Kabupsten Karangasem 68 M ] 78 =
__E'_faEﬁpiéTé-i'ﬁé_clﬁﬁﬁ_m"' 53 9 62
3 |KabupatenBangi | 80 | 12 | 72
4 | Kabupaten Tabanan 117 16 ; 133
5 | Kabupaten Jembrana 39 2 | &
& | Kota Denpasar 22 21 : 43
JUMLAH 3159 80 438
[ Burmbér data dan laparan parodik Bawasiu F.u.l.-] -
Tabel. 3.5
Jumlah Pengawas TPS
' Pengawas TPS Terpilih
NO KABUPATEN/KOTA | | Jumlah
Laki-laki | Perempuan |
1 | Kabupaten Karangasem 823 292 | 1115
2 | Kabupaten Badung 695 301 986 =1
3 | Kabupaten Bangli 458 110 566
4 | Kabupaten Tabanan g7 233 1130
5 | Ksbupaten Jembrana 416 224 640
6 | Kota Denpasar B 725 477 1202
JUMLAH 4012 1637 5649

f Sumber dala dan laporan ol Baweel Eﬂj' -

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah :

Pembinaan dilzksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dalam memahami tugas dan kewajiban daripada jajaran Bawaslu sampai dengan
pengawas adhoc dalam melaksanakan Pilkada tahun 2020, Pelaksanaan pembinaan
dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Bali dapat
dijgbarkan sebagai berikut :
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Pelaksana

| Tanggal
Pelaksanaan

- Nama Kegiatan

Uraian

FPeserta I

Provinsi
Bali

10 sd 12
Maret 2020

0 sd 12
September
2020

Fapat Koordinasi
Pambinaan S0OM
Pangawas dan
Kesekretariatan
dilingkungan
Sekratariat
Bawaslu Provinsi
Bali dan
Sekretariat

| Bawaslu

Kabupaten/Kota

‘Bimbingan Teknis
Pengawas Familu
Lapangan

Tujuan

Rapat

oordinasi |

' Pembinaan SOM - |

d)

Pengawas
(PPL) Lapang_an (PPL) dalam

¢} Terwyjudnya

a) Peningkatan

kemampuan  dalam
pengawasan  bagi
[ajaran  Pengawas
Peamiiu.

b} Memaksimalkan

pengawasan serda
meningkatkan
pemahaman  dan
kemampuan dalam
membetkan
dukungan
adminisirasi
pEngawasan
tahapan Kampanye
teknis  operasional
serta mewujudkan |
komunikasi  yang |
baik antara Bawasiu
Proving:, Bawasiu
Kabupaten/ Kota

kerasama dan
sinergisme  dalam
pengawasansarta
tercapainya
komitmen barsama
secara cepat dan
sederhana sefa
tidak memihak,
Meningkatkan
pengetahuan’wawa
san Bawaslu
Provinsi Bali
basera j2§aran
tingkat bawahnya,
instansi terkait dan
pemangku
kepentingan seda
urntuk menyamakan
persepsi dan
strategi atau
iangkah-langkan
dalam melakukan
pengawasan
Bimbingan Teknis
Peamiiu

30 orang

ditaksanakan =40 orang !

.l
|
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| " dalam rangka | rangka  Pamilihan |
| Pemilihan Bupati | Bupatt dan  Walal

' dan Wakil Bupati | Bupati serta Walikota

| | sarta Walikota dan | dan  Wakil Walikota
Wakil Walikota Tahun 2020
Tahun 2020 diharapkan untuk
memiliki karakier dan

o diri sabagal

| pengawas pemilihan

sara mamahami dan

mempraktikkan  kode

| etik  dan  pedoman

| penlaku penyelenggara

' Femilu sata
| meningkatkan kualitas
; pelaksanzan

I pengawas pillkcada
serentak Tahun 2020
' |‘:le Kabupaten/ Kota

3, 6 sd T |Pembinasn dan | Pembinaan dan | 36 orang
| Oktober 2020 | Pangelolaan pangelolaan
| Administras| administrasi keuangan
' Keuangan  dan | dan  barang  milik
Barang Mitik | negara (BMM)
| MNegara (BMM} | dilingkungan Bawaslu
| dilingkungan Provinsi dan Bawashs

Bawaslu Provinsi | Kabupaten/ Kota se-
dan Bawaslu | Baii meningkatkan
Kabupaten/ Kota | akuntabiitas sarna
sa-Ball pemahaman

pangelolaan dan

petanggung jawaban
Keuangan dan BMM.

3.2.1.3 Penindakan Pelanggaran pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2020

Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati danfatau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 yang akan dilaksanakan di 270 Daerah seluruh Indonesia dengan rincian 9
(sembilan) Provingi, 37 Kota dan 224 Kabupaten dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung. umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bawaslu dan jajaran
Pengawas Pemilihan lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan
pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan melakukan
panindakan jika terjadi pelanggaran.

Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Bali secara umum berlangsung
dengan aman Proses penyelenggaraan dapai dikatakan baik walaupun masih
ditemukannya sejumlah Pelanggaran Pemilihan pada tahapan penyelenggaraan
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Pemilinan Tahun 2020. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan
atau fidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan terkait pemilihan,
Pelanggaran Pemilinan dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik,
pelanggaran pidana, dan pelanggaran lainnya.

Diagram 3.1

Penindakan pelanggaran pada Pemilihan 2020 berdasarkan tahapan

{r [(I S 0 ki W o

F
2 .— "t;‘

G 255 \ (v 552 (0 2528
(* Sumber dale dan laporan periedik Baveasiy Bak)

Dalam Pelaksanaan Pamillhan Tahun 2020 di Provins: Bali dapatl disampaikan
bahwa jumiah temuan dan laporan yang masuk ke jajaran Bawaslu di Provinsi Bali baik
yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Panwash Kecamatan) adalah sebanyak 33 (tiga pulub figa) dugaan
pelanggaran dimana sebanyak 25 (dua puluh lima) merupakan temuan dan & (delapan)
merupakan laporan Secara garis besar tindak pelanggaran pemilihan di Provinsi Bali
terjadi pada tahapan Pembentukan PPK , PPS dan KPPS, Pemuktahiran Data Pemilih
dan Kampanye.
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Diagram 3.2

Gambaran umum penindakan pelanggaran pada Pemilihan 2020

Painni in PlEanas Pen an

-

" = S# b T -Sigae Fel s g
E"I"'  f "_';'I"?':-" T e Fiane Ppiuigm :llqnil

e = A 2 ==, B TIRFRAT MR e Epmidada i
Tah i e g Fyosian . g Y Gl Bl d vr Bl e
Nyy sularg = P =
Bpd seldmd Sk ik s Fesmmilyae Ty D00

V

D il Tifien 50011 R TP e L ——
L s cyrnis i upedan
N [EIT E

1 O U T I OHd E
el b M E A EE A
Pl iR i B S g e

Falarggurnn Fakum Lainsyn
L ]

Sabyarpai 7 Feugpman
Valnpm Lmpaya dEnrgne
chih Samer Borsau

Fionie [3= wilirm
Pl iy amad) Faraif e
Tiabun M0

I § Dembaeias 1 Feisggmien R
II Tif FETalun s
l'l\. 4 etdiwi el & P
A I T LEP TTT
=t Ve 3500

Fih an Pelanggaren

N
n + B = -
S frw prigfngriam -prpihyn fbees TILL
Eemviap et bl Bl b Lo p0r v T i gy
s Uy slad B d Sanu s Tular TN LpEnan

[EE R [ E

™ Sumber data dan faporan penodik Bawasiy Balil

Adapun dominasi pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilihan di Provinsi
Ball tahun 2020 antara lain Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebanyak 17 (tujuh
belas) kasus dengan trend pelanggaran terbanyak adalah Calon Anggota PPS yang
tidak memenuhi syarat (Parpol) pada tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS
kemudian Pelanggaran Hukum Lainnya sebanyak 7 (tujuh) kasus dengan trend
pelanggaran terbanyak adalah keteribatan dan keberpihakan ASN dan Kepala Desa
terhadap salah satu pasion saat pelaksanaan kampanye, Lalu menyusul Pelanggaran
Kode Elik sebanyak 1 (satu) kasus dengan trend pelanggaran dimana anggota KPU
belum mengundurkan diri dan kepengurusan crganisasi masyarakal. Sebanyak 5 (lima)
kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan pernah diproses cleh jajaran Bawaslu d
Provinsi Bali hanya saje seteish melalul Kajian Awal dan Pembahasan dalam forum
Senfra Gakkumdu yang melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan dinyatakan
dugaan pelanggaran tersebul tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan
dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Terakhir sebanyak & (delapan) kasus
dugaan pelanggaran dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran (termasuk dugaan
pelanggaran pidana diatas) setelah dilakukan penanganan pelanggaran oleh jajaran
Bawasiu di Provinsi Bali,
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A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Diagram 3.3

Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali

JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN PEMILIHAN SE-BALI

14l L
&
&
f 5
i
z 4
2 L
0
O
Priovinsi Baduing Denpaar Tabanan fembrana Bangh EaraRgasemm

(" Sumber daie dan iparas padedik Bswasiy Bal

Diagram 3.4
Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran

TAHAPAN DENGAN JUMLAH TEMUAN PALING BANYAK

B Eainpanye

® Membentikan PPE PPSdan KRPS

o Pertiukinhiran dan Peryesanan Caftar
Parnallih

4 Pencabonan

® Penghitiingan Seara dan'Rekaaliulaal asil
Fenghitungan Suarz

(* Sumber dats dan isparan patodik Bawasly Bal}

Diagram 3.5
Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagai Terlapor

EECEMDERLINGAN YANG MENIADI TERLAPOR DALAM TEMUAN RAWASLL

gl FFOE Cale FEE Calpn PRS- Padangan  Poranghas Pagawi b umak:
Eabslata Lalgn Diesn Fameeimtah . Tehgea

(* SEumber dafa dan laporan penockk Bawasly Bal)

-

w

[}
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B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
Diagram 3.6

Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan se-Bali

[UMLAH LAPORAN PERILIHAN SE-BALI
L1 g

i
e 0 ] ] 0 (] o
0
Frowinsi Badung Danpasar Tabanan Jembrana Bangll Earangasam
{* Surmber dafg dan laperan pamadik Bawesiy Bali)

Diagram 3.7

Deskripsi Tentang Tahapan Paling Banyak Temuan Dugaan Pelanggaran

TAHAPAN DENGAN JUMLAH LAFORAN PALING BANYAK

§ [Lampanys

# Pencalanan

(* Surmber oala dan aporan penodi Bawasii S

Diagram 3.8
Deskripsi Tentang Kecenderungan Paling Banyak Sebagal Terlapor

KECEMDERLUMNGAMN YANG MENIAD] TERLAFOR DALAKM LAPORAN BAWASLL

B
8
5
4
3
2
£
1
| .
o
AEH Heguilin Dhawn Lasr-Laii

(™ Sumbter dais cdan lsporan perockk Bawasiy Bai)
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C. Penanganan Dugaan Pelanggaran Informasi Awal

Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan selain berasal dari
hasil pengawasan Bawsslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, danfatau Pengawas TPS atau yang disebut dengan
temuan dapat juga didasarkan pada informasi awal yang diberikan oleh masyarakat,
informasi awsl sendii dapal berupa informasi lisan dan/atau tulisan dugaan
pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan atau informasi dugaan
pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu, Bawasly Provinsi
Bawaslu Ksbupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Dalam hal hasi kajian
penelusuran informasi awal yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pamilihan
tefapi  termasuk  dugaan  pelanggaran  terhadap  ketemdusn  peraturan
perundangundangan lainnya, dapat diteruskan langsung kepada instansi yang
berwenang. Adapun uraian data dari penanganan dugaan pelanggaran informas: awal
tersaji berdasarkan pada grafik dibawah ini.

Diagram 3.9

Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran Informasi Awal se-Bali

JUMLAH PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN INFORMAS! AWAL SE.
ALl

D= R WA D~ DO
A

Provinai Badumg Denpasas Tabaran Jembrana Bargll Farangazam

{* Surnbar dats den \apoman perodik Bawasly Bail)

Selama mengawasi tahapan Pemilhan Tahun 2020, Bawasiu Provinsi Bali
beserta jajaran Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwasiu Kelurahan/
Desa menangani sebanyak 17 (tujuh belas) dugasn pelanggaran berdasarkan
Informas| awal dari masyarakat, dan hasil penelusuran dam kajan berdasarkan
informasi awel tersebutl didapatkan data bahwa sebanyak 8 (delapan) dugaan
pelanggaran setelah dikaji akhimya tidak ditindaklanjuti karena tidak memeanuhi unsur
pelanggaran, lalu sebanyak 9 (sembilan) dugaan pelanggaran merupakan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian diteruskan kepada
instansi  berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Dilihat dar kecenderungan pihakfsubjek yang menjadi terfapor dalam
penanganan dugsan pelanggaran informasi awal, Pegawai Tidak Tetap dan Kepala
Lingkungan merupakan pihakfsubjek yang paling banyak dilaporkan dalam laporan
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informasi awal dugaan pelanggaran dengan 2 (tiga) dugaan pelanggaran, menyusul
kemudian Kepala Desa Camat Pegawai Kontrak, dan Kaur Kewilayahan dengan 2
(dua) dugaan pelanggaran. Terakhir ASN, Ketua BPD, Tim Kampanye diaporkan
dengan masing-masing 1 (satu) dugaan pelanggaran.

Diagram 3.10

Deskripsi Tentang Kecenderungan Pihak Terlapor Dalam Dugaan Pelanggaran
Infarmasi Awal

Camal 7
AEN 1
Eetua BPL i
Pegaws Kontrak 5
Pagawai Tidak Telap 3
Fepain Desa 2
Fepala Lingkungen 3
Tirm Kampanye 1
Faur Kewilapalhan

o 1 2 3 4

{* Sumber dila dard laporan penodik Bawasziu Ball)

Pemerintah Daerah (Bupati) merupakan instansi yang paling banyak mendapatkan
penerusan dan 4 (empat) tindak lanjut indormasi awal yang ditangani cleh Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Ball, menyusul kemudian Camat dengan 3 (tiga) penerusan, lalu
KASN, Sat Pol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Sekolah dengan
masing-masing 1 (satu) penerusan, sebagamana terlampir dalam grafik dibawsah ini.

Diagram 3.11
Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Pelanggaran Informasi

Awal
Jumiah
Sekokath 1
[Hras Pekerjaan Umim 1
[(Mnas Farhubungan 1
Camat 3
L 1
Satpol PR 1
Bupati 4
o 1 F ] | q 5 &
Alpad Satpucd PP wASN Carmd .-"-h.-li.lrf:‘q._un L"":'J':f:"”" Seaniahy

dummlakby i 1 1 L | 1 ] I

{* Sumber data dan laporan penodik Bawasi Bal]
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D. Tindak Lanjut Penindakan Palanggaran Pemilihan

Sesual dengan Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomaor B
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi
‘Bawaslu, Baweslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupasten/Kota mengawasi atas
pelaksanaan tndak lanjul rekomendasi penanganan pelanggaran® dalam hal ini
Bawaslu Provinei Bali dan jajaran dalam menindak dugaan pelanggaran selama
pelaksanaan tahapan pemilihan Tahun 2020 sudah meneruskan sebanyak 31 (tiga
puluh satu) rekomendasl. Dari 31 (tiga puluh satu) rekomendasi tersebut sebanyak 22
(dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu ditindaklanjuti dan sebanyak 9 (sembilan)
rekomendasi tidak ditindaklanjuti,

Diagram 3.12

Jumiah Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan

IUMLAH REKOMENDAS] PELANGGARAN PEMILIHAN

# [libndakkangutl

# Tidak
Ditindaklanjuti

{* Sumbar dats den aporan perodik Bawasiy Bat)

Diagram 3.13
Deskripsi Tentang Instansi Yang Mendapatkan Penerusan Rekomendasi

CEPP s

Fermswul  me—— P

Bupss INEESSS——

EASH SRS

Seepah
Dirum Kegahatmn s ]
ChnaE Pekerjsen mom S
[hnas Parhutvingan mams

Carssl Eonmsssssnsn 3

PP S e s p o i vy T Y= T THEH (R804SR T
P L Fab Foafa P e i W o Il i i s = e Wl 5 O T I T S TR e ErA 0

& 1 ] 3 4 ] a i B & 10 i1 12

{* Sumbar dels dad wporan paviodi Bawesly Ball}

KPU Kab/Kota dan PPK merupakan instansi yang paling banyak mendapatkan
penerusan rekomendasi dari findak lanjut penanganan pelanggaran yang ditangani
cleh jajaran Bawaslu di Provinsi Bali dengan total 17 (lujuh belas) rekomendasi
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Menyusul kemudian KASN dengan 3 (tiga) rekomendasi, Bupati, Perbekel dan Camat

dengan 2 (dua) rekomendasi lalu sisanya dengan masing-masing 1 (rekomendasi).

Diagram 3.14

Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Masing-Masing Instansi

KPP gl 1
Peboket TpE—— 3

LT —

sasn T 2
Sekolnh ey |

Dines Hesebatan & 1 w Tidak
Ditimdiaklan puti
Cinss Pekerjann Lmwmim .h 1

m Ditldaklvnjut:
Dinas Pertubungan gl |
L
P T
KPU KabFote s ——————e— 10
a 1 d 5 4 B & TBF 9 3@ 1o

(" Surnber data dan lapovan pegoaik Sawssiy Baii)

E. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Tahapan PemilwPemilihan

Pada Tahun 2015 dan 2020
Tabel. 3.6
Pelanggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2015
. Ditindaklanjuti
Administrasi 33 Administrasi | 33
P1dana 1 |[Pidana 0
Kode Etik 3 Kode Etik 3
Jumiah Total 37 Jumiah Total | 35
(* Sumber dals dar lporan penodik Bawasiu Gal) R —
Tabel. 3.7

__ Palanggamn Tahapan Pemilu/Pemilihan Pada Tahun 2020

%‘“"”’*‘1 Ditindaklanjut
| lah | Keterangan Jumiah
Administrasi I Administrasi = 17
Pidana B 5 | Pidana | 0
Kode Etk 1| Kode Etik ) B
Hukum Lainnya 10 Hukum ?
- Lainnya
|JumiahTotal [ 33 [ Jumiah Total | s \
{ " Surnber dale dan laporan pedodil Bawasiy Bal)
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Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan jumlah pelanggarsn dalam
pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2020,

Kegiatan yang mendukung indikator ini diantaranya adalah:
A. Panguatan kapasitas dalam Penindakan Pelanggaran

Dalam hal penguatan kapasitas penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi Bali
dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai Bimtek/Pelatinan bagi jajaran
pengawas pemilu, adapun kesiapan tersebut antara lain sebagai berikut,

1. Kegatan Pemberian Kesatuan Pemahaman Terkait Dengan Penanganan
Pelanggaran Pidana Pemilihan, dihadin unsur Penyidik Polda Bali dan Kejaksaan
Tingg: Bali yang tergabung dalam unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bali,
dilaksanakan pada 18 Agustus 2020

2, Kegatan Focus Group Disscusion (FGD) dengan tema sinergitas Polri dengan
Satpol PP, Polsus dan Pam Swakarsa dalam mewujudkan Harkamtibnas guna
mendukung kesuksesan Pilkada serentak Tahun 2020, dilaksanakan pada 9
September 2020.

Berdasarkan data darl Bawaslu Kabupaten/Kola yang menyelenggarakan Pemilihan,

‘sebanyak total 7 (twuh) penguatan kapasitas (Bimtek/Pelstiban) sudah

diselenggarakan dengan mengundang Bawsslu Provinsi Bali sebagai narasumber,

adapun beberapa diantaranya

1. Kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam rangka Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bangh Tahun 2020, dengan peserta Panwasiu Kecamatan
se-Kabupaten Bangli, dilaksanakan pada 24 Juli 2020,

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Dalam Rangka
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020, dengan peserta
Panwaslu Kecamatan se-Kota Denpasar, dilaksanakan pada 30 September 2020

B. Rapat Kcordinasi

Dalam hal penyamaan perseps: mengenal penanganan pelanggaran pamilihan,
Bawaslu Provinsi Bali telsh mengadakan ataupun mengikut Rapat Koordinasi baik
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bersama jajaran pengawas pemilu maupun dari pihak eksternal, adapun pelaksanaan

kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubarnur,
Bupati, dan Walikota Tahun 2020 secara daring, dilaksanakan pada 31 Agusius
2020,

2, Kegiatan Rapal Koordinasi Sentra Gakkumdu Pelatihan Tata Kelola Adminsitrasi
Penangenan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tahun 2020, Peserta dalam kegiatan
ini adalah Seluruh jajaran Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksasan yang tergabung
dalam Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Mola Se-Bali yang
menyelenggarakan Pilkada. dilaksanakan pada 22-24 September 2020

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020
Peserta dan Bawasiu Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan pada 21-23 Oktober
2020,

4. Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Persiapan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan
secara daring, dilaksanakan pada 3 Desember 2020,

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan,

sebanyak total 12 {dua belas) Rapat Koordinasi sudah diselenggarakan dengan

mengundang Bawaslu Provinsi Bali sebagai narasumber, adapun beberapa
diantaranya ;

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Potensi dan Jenie Pelanggaran pada Tahapan
Pencalonan dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun
2020, dilaksanakan pada 1 September 2020

2. Kegiatan Rapal Koordinasi Penanganan Felanggaran Tindak Pidana Pemilihan
Sentra Gakkumdu Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Pemilihan Serentak
Tahun 2020, dengan peserta Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karangasem:
Dilakzanakan pada 2 Oktober 2020

3, Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, dengan peserta Anggota Sentra
Gakkumdu Kabupaten Bangli, dilaksanakan pada 12 November 2020

C. Rapat Kerja Teknis
Dalam hal penyamaan persepsi dan pelatihan mengenai teknis penanganan
pelanggaran pemilhan, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupsaten/Kota telah
mengadakan Rapat Kerja Teknis bagi jaiaran pengawas pemiludi wilayahnya, adapun
pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut;
1. Kegatan Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan di Tengah Pandemi
Covid — 19 dan Pilkada yang Fleksibel, dengan Narasumber Dr Ratna Dewi
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Pettalolo, SH..MH (Divisi Penindakan Bawaslu Republik Indonesia) Rapat Teknis
ini dilkuti oleh Peserta dari Bawasiu Kabupaten/Kota se-Bali, dilaksanakan pada 14
Mei 2020.

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, sertta Walikota dan Wakil Walikota
Gelombang V secara daring, dilaksanakan pada 15 September 2020,

Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran
Dalam hal pembahasan mengenai langkah-langkah penanganan pelanggaran

pemilihan ataupun pembahasan sebuah kasus dugaan pelanggaran, Bawaslu Provinsi
Bali telah mengadakan Rapat penanganan pelanggaran baik dengan internal
pengawas pemilu maupun bersama dengan pihak eksternal, adapun pelaksanaan
kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1

Keglatan Rapat Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pilkada Tahun
2020 bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan Provinsi Bal, dilaksanakan
pada 7 Februari 2020.

Kegiatan Rapat Kerja Penyamaan Persepsi Penanganan Pelanggaran Untuk
Fersiapan Pilkada Tahun 2020, dengan terundang Kordiv Penangan Pelanggaran
di & {(enam) Kabupatsn/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dilaksanakan pada
29 Juni 2020

Kegiatan Rapat Kerja Tindak Lanjul Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Tahun 2020, dengan terundang Kordiv Penangan Pelanggaran di 6
(enam| Kabupalen/Kota yang akan melaksanakan Pilkada, dilaksanakan pada 3
Juli 2020,

Bawasiu Provinsi Bali mengikutl pelesksanaan zoom meeting kegiatan daring
Pembahasan Lanjutan Kajian Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan
Umum terkait Penegakan Hukum sub kluster Penanganan Pelanggaran Pemilu,
dilaksanakan pada 9 Juli 2020

Kegiatan Rapat Evaluasi Penanganan Peanggaran Pemilihan Tahun 2020, dengan
peserta Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, dilaksanakan pada 18 Desember 2020

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan,
sebanyak total 14 (empat belas) Rapat Persiapan Penanganan Pelanggaran sudah
diselenggarakan dengan mengundang Bawasiu Provinsi Bali sebagai narasumber,
adapun beberapa diantaranya :

¢

Kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Sentra Gakumdu Kabupaten Bangll,
dengan peserta dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Bangli,
dilaksanakan pada 13 Februari 2020.

35



LEIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

2. Kegiatan Rapat Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu dalam Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, dengan pesaria dari unsur
Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Denpasar, dilaksanakan pada 27 Februari 2020.

E. Audiensi
Dalam hal rangka meningkatkan sinergitas dan intensitas komunikasi antara

Bawasiu dan lembaga pemangku kepentingan berkaitan dengan Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wall kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 di

Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali sudah mengadakan beberapa kall audiensi,

adapun pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Audiensi dengan Gubernur Bali dalam rangka menyampaikan cegah dini secara
lisan fterkait Pasal 71 ayat (1) dalam Undang-undang MNomor 10 Tahun 2018,
dilaksanakan pada 15 Januari 2020,

2. Bawaslu Provinsi Ball melakukan avdensi dengan Polda Bali dalam rangka
koordinasi dan saling menguatkan kelembagaan sesuai tupoksi masing — masing
untuk memastikan pengawasan tahapan Pilkada serentak Tahun 2020 dapat
terlaksana dengan baik, dilaksanakan pada 6 Juli 2020

3, Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Kejaksaan Tinggi Bali dalam rangka
memperkuat koordinasi dalam wadah Sentra Gakkumdu terkat supporiing dari
Kejaksaan Tinggi Bali pada pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Bali,
dilaksanakan pada 28 Jul 2020,

F. Supervisi dan Pendampingan

Sesual dengan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubemur, Bupah dan Wakil Bupati Serta Wal Kota dan Wakil Wali Kota yang
berbuny "Bawasl, Bawaslu Provingi atau Bawaslu Kabupafen/ota dapat melakukan
supervisi kepada Bawasly Provinsi, Baswasly Kabupaten/Kofa, slay Panwasiy
Kecametan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan
pelanggaran Pemilhan®, Supervisi dan Pendampingan Penanganan dugaan
pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Bali pernah dilaksanakan di babarapa
Kabupaten/Kota se-Bali yang meliputi:
Kegiatan Supervisi Dan Monitoring Sentra Gakkumdy Terkait Tindak Pidana Pemilihan
Pada Pemilihan Tahun 2020 bertempat di 3 (tigs) Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan Pilkada dengan kiuster paling rentan (Jembrana, Bangli dan
Karangasem), dilaksanakan pada 7 S.D. 8 Desember 2020,
Pandemi COVID-18 yang menghantam Indonesia selama beberapa bulan terakhir
tidak dipungkii membawa pengaruh yang signifikan terhadap segaia sektor.
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Pemberiakuan PSBE secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada pola
supenvisi hal tersebut membuat Bawasiu Proving! Bah ataupun jajaran tidak bisa
secara rutin melaksanakan supervisi dalam bentuk tatap muka, tetapi hal tersebut
hdak membatasi komunikasi, dimana dalam setiap penanganan dugaan pelanggaran
)ajaran pengawas pemilu di Provinsi Ball sudah melaksanakan Komunikasi secars
berjenjang sehingga informasi mengenai penanganan pelanggaran selalu terupdate
sampai di tingkat provinsi,

3.2.1.4 Jumlah Sengketa Pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020.
Pada tahun 2020, di Provinsi Bali tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubemur, namun ada & Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikata dan Wakil Walikota yaitu Kota
Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten
Bangli, dan Kabupatan Karangasem. Pada Pilkada tahun ini, merupakan ujian yang
tdak mudah bagi penyelenggara Pemilu, karena pelaksanaan Pilkads harus
dilaksanakan ditengah pandemi covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk
melaksanakan social distancing dan  physical distancing. Sementara  itu,
penyelenggaraan Pilkada syarat akan pengumpulan massa, vaitu dari mulai tahapan
penyusunan data dan daftar pemilih, tahapan pencalonan peserta pemilihan, lahapan
kampanye, tahapan pendistribusian logistik, sampai dengan pemungutan dan
penghitungan suara. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh para
pengawas pemilu. Kesiapan anggaran, reguiasi, sarana dan prasarana, penerapan
protokol kesehatan pencegahan covid-19, serta kapasitas sumber daya manusia
diperiukan untuk mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang demokratis, berintegritas dan
adil.

Tahapan Pilkada Tahun 2020 yang dimulai sejak bulan Januari tahun 2020
sampal saat ini, telah memasuki tahapan perselisihan hasi pemilihan di Mahkamah
Ronstitusi. Dan selanjutnya adalah penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah
Konstitusi  hinggs pengucapan sumpahfjanj sebelum  pelantikan para peserla
pemilihan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selama kurun waktu tersebut tidak
berlelsh para pengawas pemilu mengawasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020
yang hampir selasai ini,

Seirng dengan akan selesainya Pilkada Tahun 2020, maka tugas-tugas
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu juga sudah akan berakhir
Untuk melengkapi pertanggungjaweban pelsksanaan tugas-tugas tersebut, Badan
Pengawas Pemilu berkewsjiban untuk menyampaikan hasil pengawasan yang telah
dilakukan dalam bentuk suatu laporan periodik. Hal ini sebagaimana diamanatkan
lewat Undang-Undang Memor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada
Pasal 29 huruf (d) bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk menyampaikan laporan
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hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik
dan/atau berdasarkan kebutuhan:

Serta diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pasal 70 ayat (1)
yang menyebutkan Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawasly
secara berjenjeng sesuai dengan tingkatannya terdin alas : a. laporan awal; b. laporan
proses; ¢, laporan akhir, d. laporan tahunan; dan e. laporan akhir tahapan Pemilihan.
Selain itu, pasal 70 ayat (4) juga menyebutkan bahwa Laporan akhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan Bawasiu Provinsi, Bawasiu
Kabupaten/Kota. dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelssan proses tahapan
penyelesaian sengkela yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan
dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan

Ruang lingkup penulisan laporan akhir penyslesaian sengketa pemilihan tahun
2020 Bawasiu Provinsi Bali berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor & Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Fengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupat,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sera Perbawasiu
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
adalah Sebagai Berikut :

1. Menenma permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah

Provinsi Bali;

2 Melakukan verifikasi formal dan materiil permohonan sengketa proses pemiliban

di wilayah Provinsi Ball:

Meiakukan mediasi antar pihak yang bersengketa (musyawarah tertutup),

Melakukan proses musyawarah terbuka sengketa proses pemilinan di wilayah

Provins| Bali dalam hal musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan;

5. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
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Tabel. 3.8

Jumlah Sengketa pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2015 dan 2020

No | Bewaslu Provinsi dan Bawaslu ___Jumiah Sengketa
Kab/Kota 2015 2020
1 Pravinsi Bali Q 0
2 |Denpasar ] 0o | o
3 Baﬂung 0 0 o
| 4 | Tabanan 0 0
5 | Jembrana 0 0
6 | Buleleng - i | | .
7 |Bamgli - ] T oy
| & | Karangasem - 0 0
g I"f[i..ll'gk!.:l_l‘hg . Q o
10 | Gianyar 0 0
Jumiah Total Keseluruhan 0 B

(* Sumber data dan lBparan penedik Bawaslu Ball)
Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah

1. Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pada Penyelenggaraan

Pilkada Tahun 2020
&,

Rapat Persiapan Supervisi Soslalisasi SIPS di & KabupatenfKota di Provinsi
Ball Dalam rangka persiapan sosialisasi SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian
Sengkefa) kepada Partal Pclitik peraib kursi legislatif tahun 2019 di 6
Kabupaten/Kota yang berpilkada, Bawaslu Provins: Ball melaksanakan rapat
dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan tugas pada saat supervisi. Rapat
dilaksanakan pada tanggal 17 Januan 2020 bertempat di Kantor Sekretariat
Bawsaslu Provins| Bali. Peserta rapat terdini atas Komisioner Bawaslu Provinsi
Bali, | Ketut Rudia, | Wayan Wirka, dan | Dewa Kade Wiarsa Raks Sandi serta
Staf Sekretaniat Bawaslu Provinsi Bali,

Penguatan Kapasitas SDOM Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota di
dalam menyelesaikan proses sengketa Pilkada tahun 2020, Bawaslu Provinsi
Bali menggelar Rapat Koordinasi Analisis Potensi Sengketa Dalam Pilkada
Serentak Tahun 2020 Kegiatan yang berlangsung selama pada tanggal 25 s.d
26 Februari 2020 dl Arya Duta Hotel ini menghadirkan narasumber dar Tim
Asistensi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rl Praktisi Kepemiluan |
Made Wena, dan Anggota Bawaslu Provinsi Ball | Ketul Rudia Metode
penyempaian materi dibungkus dengan model diksusi dan simuiasi sidang
proses penyslesaian sengketa Pikada tahun 2020, Diharapkan setelah
mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota nantinya dapat melakukan
analisa dan inventarisir berbagai permasalahan terhadap Potensi Sengketa
Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

Rapat Monitonng Persiapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam

Rangka Menyongsong Tehapan Lanjutan Pilkada Serentak 2020 Tahapan
Pilkada Tahun 2020 sempat tertunda akibst pandemi Covid-13, dan kemudian
dimulai kemball pada tanggal 15 Juni 2020 dengan tahapan pemutakhiran data
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dan daftar pemilih. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan
covid-18, tentu harus ada penyesusian dan langkah - langkah strategis dalam
hal pelaksanaan tugas - tugas pengawasan, terutamanys dalam hal
penyelesaian sengketa yang akan ditangani. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi
Bali melaksanakan rapat koordinasi yang dihadii oleh perwakian dari &
Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpilkada Bawasiu Provinsi Bali menggelar
Rapat Monitoring Persiapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh 6
Kabupaten/Kota dalam rangka menyongsong tahapan lanjutan Pilkada
Serentak Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 02 Jull 2020 Adapun yang
hadir sebagai peserta adelah Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada
Serentak Tahun 2020 di Bali, yaitu Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kota Denpasar, Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten
Karangasem, Kordiv. HPP Bawaslu Kabupaten Badung, Kordiv. HPP Bawasiy
Kab. Bangli, Kordiv. HPP Bawaslu Tabanan, Kordiv. HPP Kab. Jembrana serta
Koordinator Sekretariat dari  masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota
Kegiatan rapat ini berujuan untuk mendengarkan laporan dari setiap Bawaslu
Kabupaten/Kota di Bali yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 atas
kKesiapan mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan terutama dari
kesiapan dukungan sumberdaya manusia dan sarana dan prazarananya.
Selain itu, rapatl ini juga bertujuan untuk menentukan langkah — langkah
penyelesaian sengkela proses pemilihan yang disesuaikan dengan protokol
kesehatan covid-19.

Rapat Secara Daring (Online) Yang Melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota
Dalam rangka penyesuaian tugas — tugas pengawasan di tengah panderni
covid-18, Bawaslu Provinsi Bali mengadakan kegiatan rapat penguatan jajaran
secara daring terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) atau
Mekanisme Penyelesaian Sengketa, pada tanggal han Senin, tanggal 3
Agustus 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Koordinator Divisi Penyelesaian
Sengketa Kabupaten/Kota se-Bal serta Koordinator Sekretariat dan staf yang
mengampu penyelesaian sengketa di masing — masing Kabupaten/Kota se-
Bali. Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut
Ariyani.3.E. MM} dan 2 (dua) Anggota Bawaslu Provins| Bali lginnya yakni I
Ketut Sunadra M.Si dan | Wayan Wirka SH serta Kabag Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengkela Proses dan Hukum (P3SH). Narasumber
pada kegatan ini adalah Ir | Ketut Sunadra, M.Si yang juga merupakan
Koordinator Divisi Penyelesaian Sangketa Bawaslu Provinsi Bali dan Staf
Admin SIPS Bawaslu Provingi Bali,
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Supervisi dan Monitoring ke 6 Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Berpilkada
Tahapan Pemilihan Tahun 2020 berlangsung di tengah situasi pandemi covid-
15, selain tetap harus melakukan tugas - tugas pengawasan dengan baik,
Bawaslu juga dituntut untuk selalu menerapkan protoko! kesehatan dalam hal
pencegahan penularan Covid-19. Dalam rangka memastikan pelaksanaan
lugas pengawasan tahepan Pilkada tahun 2020 berjalan dengan baik. maka
Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan supervisi dan monitaring guna
meningkatkan kapasitas jajaran pengawas di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
hal penyelesaian sengketa proses pemilihan, hal ini sejalan dengan amanat
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah
pasal 29 hurut (b) yvang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi wajib untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya.

Adapun supervisl yang dilakukan di 8 Kabupaten/Kota adalah sebegai berikut :

a)

b)

Supervisi Penanganan Penyelesaian Sengketa Sesual Prokes Cowvid-19  dj
Bawaslu Kabupaten Badung

Dalam rangka peningkatan kapasitas dalam hal pelaksanaan tugas — lugas
pengawasan di tengah pandemi covid-19, terutama dalam hal penyelesaian
sengketa. Bawasiu Provinsi Bali yang diwakili oleh Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa, | Ketul Sunadra melaksanakan supervisi ke Kantor
Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 28 Agustus 2020 Dalam kegiatan
supervisinya, | Ketut Sunadra memberikan pengarahan terkait langkah -
langkah strategis guna mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin
ferjadi pada saat pandemi, misalnya adanya kampanye ferselubung melalui
bansos. Selain itu, Bawaslu Kabupaten juga diharapkan selalu menerapkan
protokol kesshatan dalam pelaksanaan tugas. Terkait dengan penyelesaian
sangkela, | Ketut Sunadra menekankan periu adanya Pelatihan atau Bimtek
bagi Panwascam dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta.

Supervisi Persiapan PSAP

Bawaslu Provins! Ball melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring PSAP
guna mengetahul kesiapan jajaran pengawas pemilihan dalam melaksanakan
tugas untuk menyelesalkan sengketa Pemilihan. Supervisi dan monitoring ini
difokuskan pada persiapan penyelesaian sengketa antarpesertas pemilihan
(PSAP) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Supervisi dan
monitoring PSAP telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020 di 6
Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar perhelatan Pilkada Tahun 2020 yaitu

41



LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Bangli, Bawaslu Kota

Denpasar, Bawasiu Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem,

dan Bawaslu Kabupaten Tabanan.

2. Kegiatan Yang Dihadiri Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali Dalam Rangka
Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Jajaran Bawaslu
Kabupaten/Kota
a. Sosialisasi SIPS di 6 Kabupaten/Kota Yang Berpilkada

1

Kabupaten Karangasam

Anggota Bawaslu Provinsi Bali | Ketut Rudia menjadi naresumber dalam
kegiatan Rakor Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)
yang dilaksanakan Bawaslu Kab. Karangasem pada Senin, 27 Januari 2020
di Villa Taman Surgawi Resort and Spa Karangasem. Peserta yang
diundang berasal dari Pengurus Partai Politik (Parpol) yang pada Pemilu
2018 memperoleh kursi di DPRD Karangasem. Parpol yang diundang dalam
kegiatan scsialisasi SIPS terdiri dan pengurus dan staf operator Parpol.
Dalam kegiaian tersebut juga diisi dengan praktek langsung cara
mengoperasikan aplikasi SIPS.

Kota Denpasar

Anggota Bawaslu Prowinsi Bali | Wayan Wirka menjadi narasumber kegiatan
Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)
dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020
yang dilaksanakan Bawaslu Kota Denpasar pada tanggal 28 Januaridi Four
star by Trans Hotel Denpasar. Kegiatan ini dihadiri oleh 7 Pengurus Partai
Politik (Parpol) yang pada Pemilu 2019 memperoleh kursi di DPRD Kota
Denpasar antara lain PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA,
PSI, HANURA dan KPU Kota Denpasar, serta Panwascam Kota Denpasar,
Dalam kegiatan tersebut, juga diisi dengan praktik langsung pengoperasian
SIPS,

Kabupaten Badung

Anggota Bawaslu Provins: Bali, | Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menghadiri
kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengkets
(SIPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung
Tahun 2020 yang digelar oleh Bawasiu Kabupaten Badung pada 29 Januan
2020 di Hotel Made Bali, Kabupaten Badung. Sosialisasi ini dihadini oleh
Partai Politik (Parpol) yang pada Pemilu 2019 memperoleh kursi di DPRD
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Kabupaten Badung antara lain FDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, serta
Panwascam Kabupaten Badung

Kabupaten Bangh

Bawaslu Kabupaten Bangli melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi
dengan Stakeholder guna mensosialisasikan SIPS yang dilaksanakan pada
tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Ayodia Oemah Strawberry, Pengotan,
Bangl. Dalam acara tersebut dihadiri oleh peserta dan Partai Politik yang
memperoleh kursi legislatif pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bangh,
yakni PDIP, Partai Demokrat, Pantai Golkar, PKPI, Partai Hanura, Partal
Nasdem, Partai Gerindra, serta turut hadir pula Anggota KPU Kabupaten
Bangli (Bp. Gde P. Roy Suparman,5.T). Komisioner Bawaslu Provinsi Bali
{Bp. | Ketul Rudia, S.E.MM) manghadiri acara tersebut sekaligus untuk
menjadi narasumber,

Kabupaten Tabanan

Anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani menghadini  kegiatan
Soslalisasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tabanan pada hari Jumat. tanggal
31 Januart 2020 di Dewi Sinta Hotel & Resort Tanah Lot, Tabanan
Kegiatan sosialisasl ini dihadin sebanyaka 50 peserta yang terdirl dari
perwakilan partai politik peraih kursi DPRD di Kabupaten Tabanan pada
Pemilu 2018 yaitu - Partal PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Demokrat,
perwakilan KPU Kabupaten Tabanan, jajaran panwascam di Kabupaten
Tabanan dan staf Bawaslu Kabupaten Tabanan.

Kabupaten Jembrana

Anggota Bawaslu Provinsi Bali | Ketut Rudia menghadin kegiatan Rapat
Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang
diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Jembrana di Warung Kampung dan
Resto Ratu, Jembrana pada tanggal 3 Februari 2020 Dalam kegiatan
tersebut, para peserta terutama operator Parpol diberkan prakiek langsung
cara mengoperasikan aplikasi SIPS,

b. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP)

1.

Kabupaten Jembrana
Anggota Bawaslu Provins Bali, | Ketut Sunadra menjadi narasumber dalam
kegiatan rapal persispan penyelesaian sengketa anlarpeserta di Bawasiu
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Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 Juli 2020 Kegiatan ini marupakan
bagian dan upaya Bawasiu Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan
kapasitas jajaran pengawas di bawahnya, terutamanya jajaran Panwascam.
| Ketut Sunadra berpesan kepada seluruh jajaran pengawas yang hadir agar
selalu membaca dan memahami aturan yang berlaku, baik ity Undang -
Undang, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU, ataupun petunjuk teknis terkait
penyelesaian sengketa pemilihan.

. Kabupaten Karangasem

Anggota Bawaslu Provinsi Bali, | Wayan Wirka menjadi narasumber dalam
kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Antar Peserta
Femilihan Bupati dan Wakl Bupati Karangasem Tahun 2020 yang
bertempat di Hotel Puri Bagus pada tanggal 21 September 2020, Kegiatan
dilkuti oleh Panwascam se-Kabupaten Karangasem. Output dari kegiatan
tersebut adalah peningkatan kapasitas bagi Panwascam dalam  hal
panyslesaian sengketa antarpeserta,

. Kabupaten Badung

Anggota Bawasiu Provinsi Bali | Ketut Sunadra menjadi narasumber pada
kegiatan Bimbingan Teknis Penyslesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta
Pemilihan Bagi Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu
Kabupaten Badung pada Rabu, 9 September 2020. Bimtek yang digefar
secara luning/offine dengan memperhatikan protokel kesehatan ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan Panwas Kecamatan dalam penyelesaian
Sengketa Antarpeserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Badung Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, dan Peraturan Bawasiu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan,
Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilhan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serts Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2013 (Covid-19),

. Kota Denpasar

Anggota Bawaslu Provinsi Bali | Ketut Sunadra menjadi narasumber pada
kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan dan Penyelasaian
Permehonan Sengketa Pemilihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota
Denpasar pada Kamis, 13 Agustus 2020. Bimtek yang dilaksanakan secara
luringloffline dengan menerapkan protokol kesehatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan menyamakan perseps Panwas Kecamatan

a4



LKIF Bawaslu Provinsi Ball Tahun 2020

dalam penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan Walkota dan Wakil
Walikcta Kota Denpasar Tahun 2020, yang dilaksanakan melalui
musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang teradi terutama
pada tahapan kampanyea.
5. Kabupaten Tabanan

Anggota Bawaslu Provinsi Bali | Ketut Sunadra menjadi narasumber pada
kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserla Pada
Pemilihan Bupati dan \Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 vang
diselenggarakan cleh Bawaslu Kabupaten Tabanan pada Rabu, 19 Agustus
2020, Bimtek ini dilaksanakan bertujuan agar Panwas Kecamatan mendapat
pengetahuan mengenal tata cara penyelesaian Sengketa Antarpeserta
Pemilinan dan mengetahuj formulir beserta tata cara pengisian formulir yang
digunakan dalam menenma permochenan dan penyelesaisn Sengketa
Antarpeserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

6. Kabupaten Bangli

Anggota Bawasiu Provinsi Bali, | Ketut Sunadra menjadi narasumber dalam
kegiatan Bimtek Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bangli Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020 berlempat di Hotel
& Restaurant Segara. Kegiatan ini dihadini oleh seluruh Panwascam se-
Kabupaten Bangli. Dalam pemaparannya, Beliau menekankan Sengketa
proses bisa terjadi di seluruh tahapan, oleh karena itu jajaran Bawaslu harus
bersiap jka nantinya ada sengketa yang diajukan. Salah satunya yang
mungkin terjadi adalah pada tahapan kampanye, pada tahapan kampanye
ada tim kampanye dari masing - masing Paslon, potensi sengketa yang bisa
tenadi misalnya akibat klaim wilayah pemasangan APK, atau klaim wilayah
untuk berkampanye. Output dan kegiatan ini adalah sebagai bagian
peningkalan kapasitas bagi jajaran Panwascam se-Kabupsaten Bangli dalam
hal menyelesalkan sengketa antarpesera

3. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Tidak ada pengajuan permohonan sengketa proses pemiihan yang disampaikan
ke Bawaslu Provins: Bali maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat
Badan Pengawas Pemilhan Umum Provins: Bali tidak menerima permohonan
penyelesaian sengketa acara cepat, dan dalam melakukan pengawasan juga tidak
ditemukan adanya sengketa proses pemilihan yang dapat diselesaikan melalui
penyelasaian sengketa acara cepat
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5. Evaluasi

A Faktor Pendukung

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali selaku iembaga pengawas
pemilihan kepala Daerah 2020 telsh melakukan kegiatan pengawasan,
pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses
pemilihan. Faktor pendukung untuk melaksanakan tugas dan wewenang
tersebut :

1

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Dalam masa pandemic Covid -18 ini Badan Pengawas Pemiihan Umum
Provinsi Bali tetap aktif untuk menaikuti kegiatan rapat koordinasi, bimbingan
leknis, rapat kerja dan pelatihan yang diberkan oleh Badan Pengawas
Pemilu Rl baik secara daring (dalam jaringan) maupun secara tatap muka
dengan tetap menerapkan protocol kesehatan pencegahan Covid-18.
Secara hirarks, Bawaslu Provinsi Ball juga meneruskan pelaksznaan
kegiatan-kegistan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Bali

Ketersediaan regulasi peraturan perundang-undangan

Regulasi dalam penyelesaian sengketa merupakan dasar hukum bagi
Badan Fengawas Pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala
daerah. Dengan adanya aturan sebagai pijakan hukum, Badan Pengawas
Pemilu memilki acuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan
pola yang seragam, tahapan yang sistematis dan waktu kerja yang jelas
sebagaimana diatur dalam aturan baik undang-undang, perbawasiu maupun
patunjuk teknis.

Dukungan kesekretariatan

Kesekretanatan Badan Pengawas Pemilu sangat mendukung pelaksanaan
tugas dan wewenang yang dilakukan. Fasilitasi yang diberikan baik melaiui
staf, sarana dan prasarana dan anggaran yang tersedia

B. Tantangan dan Hambatan
1. Jangka wakiu penyelesaian yang singkat dan cepat menjadi tantangan bag

Badan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan permohonan penvelesaian
sengketa dengan cepat dan tepat.

Regulasi penyelesaian sengketa yang terus mengalami
perdoahan/pembaharuan. Dan reguiasi tersebut dikeluarkan terlalu dekat
jaraknya dengan tahapan pemiihan yang berpolensi adanya sengketla
proses pemilihan,
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Adanya pandemic Covid-19 yang mengharuskan rakor, bimtek dan pelatihan
yang sebagian besar dilaksanakan secara daring  menimbulkan
persepsi/pemahaman yang berbeda kepada masing-masing individu,

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kabupaten/kota masih belum

lengkap untuk melaksanakan musyawarsh penyelesaian sengketa proses

pemilihan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bali uniuk perbaikan pelaksanaan Penyelesaizn Sengkefa proses

pemilihan ;

a. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan kabupateni/kota untuk
mendukung pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengkela proses
pemiiihan.

0. Melsksanakan bimtek kepada jajaran panwas kecamatan terkait
penyelesaian sengketa acara cepat

€. Melakukan sosialisasi aplikasi SIPS kepada partai politik sehingga partai

politik lebin memahami dan mengerti terhadap apiikasi tarsebut

3.2.1.5 Dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi. Hukum

1.

1

Bawssl|u Provinsi Bali mengadakan Rapat Diseminasi Peraturan Perundang-
undangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020 pada tanggal 16 Maret 2020
pukul 168.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawsasiu
Provinsi Bali. Dalam acara tersebut Bawaslu Provinsi Bali mengundang
beberapa instansi diantaranya adalah KPU Provinsi Ball, Polda Bali. Korem
163/ Wirs satya, Kesbanghpol Provinst Bali, Dinas Pemajuan Masyrakat
Adat Provinsi Baii, Satpol PP Provinsi Bali, BKD Provinsi Bali, Majelis Desa
Adat Provinsi Bali, PHDI Provinsi Bali, MUI Provinsi Bali, MPAG Provins:
Ball, Keuskupan Denpasar, Walubi Provinsi Bali, MATAKIN Provinsi Bali
FKUEB Provinsi Bali

Bawaslu Proving! Ball mengadakan rapat Penyamaan Persepsi Terhadap
Norma Hukum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penetapan
Daftar Pemilih dalam Pilkada 2020 pada hari Rabu, 1 Juli 2020 Hadir
sebagai peserta adalah Koordinator Divisi Hukum Bawaslu KabfKota se-Bali
penyelanggara Pilkada 2020, yaitu Bawaslu Kota Denpasar, Bawaslu
Kabupaten Badung, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawasiu Kabupaten
Bangli, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem
Ketua Bawaslu Provinsi Bali (Ketut Ariyani) dalam pembukaannya
menyampaikan tujuan rapat adalah untuk mempersiapkan pengawasan
mengingat tahapan pilkada akan segera dimulai. "Sebelum kila terun ke
lapangan untuk mengawasi, yang pertama kali kita |skukan adalah
menyamakan persepsi kita mengenai norma hukum peryelenggaraan
Pilkada, Penyamaan persepsi inl  untuk menghindar perbedaan
implementasi aturan pengawasan yang kita lakukan di masing-masing
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daerah penyelenggara. Mengingat pengalaman sebelumnya parnah terjadi
permahan yang berbeda oleh pengawas ketika mengawasi pilkada di tahun
sebelumnya, Perbedaan tersebut nantinya dapat dijadikan calah oleh pihak
lawan untuk melemahkan posisi Bawaslu. Karena itulah sangat diperlukan
persamaan persepsi kita seluruhnya dalam mengawasi jalannys pilkada®,

Bawasiu Provinsi Ball mengadakan rapat dalam rangka Pengarahan
Fimpinan Bawaslu Republik Indenesia Dalam Melaksanakan Tugas - Tugas
Divisi Hukum pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, Hadir sebagai peserta adalah
Koordinator Divisi Hukum Bawas|u Kab/Kota se-Bali penyelenggara Pilkada
2020, yaitu Bawasiu Kota Denpasar, Bawaslu Kabupaten Badung, Bawaslu
Kabupaten Tabanan, Bawsslu Kabupaten Bangli, Bawaslu Ksbupaten
Jembrana, Bawaslu Kabupaten Karangasem. Narasumber dalam kegiatan
inl edalah Frtz Edward Siregar, S.H., LLM, PhD ( Anggots Bawaslu
Republik Indonesia ).

- Dalam Rangka Penyusunan Data Untuk Daftar Pertanyaan Komisi || DPR R|
Kepeda Bawaslu Provinsi Ball Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Di Bali Yang
Melaksanakan Pilkada, Bawaslu Provinsi Bali mengadakan Rapat dengan
agenda membahas Jawaban terfulis atas pertanyaan komisi || DPR Rl
Dalam rapat tersebut dihadiri olen Anggots Bawaslu Provinsi Bali
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ir | Ketut Sunadra, M Si

. Ketua Bawasiu Provinsi Ball Ketut Ariyani, SE, MM, MH, Anggota
Bawaslu Provinsi Bali | Ketut Rudia S E . M.M., | Wayan Wirka, 5.H_, Kepala
Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan
Hukum Bawaslu Provinsi Bali | Made Aj Swardhana, AP, M.Si, Staf
Sekretarial Bawaslu Provinsi Bali Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, 5.H., Eli
Juhmas Rahmawati, S H., Sang Aditya Palguna, S Kom menghadii
Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang PHP Tahun 2020 Pada Hari
Selasa Tanggal 1 s.d. 2 Desember 2020 Bertempat Di The Wastin Resort &
Spa Ubud. Bali.

. Gerakan Partisipasi Pemilih Sadar Hukum Pada Pemilhan Gubernur dan
Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupali, Walikota darn Wakil Walikota
Tahun 2020

Tabel. 3.9
Gerakan Partisipasi Pemilih Sadar Hukum
"-'{BHLI _ﬁm Bm K " Kmﬁ Paserts: Harssumbe
09.00 wita, | penglumbaran | Susut Eangll | Takah ﬁ'mpinan
27 Agustus | Masyarakat | Bawaslu
2020 | (25 orang) Provinsi Bali
| Ketit Rudia,
SE.MM {
Kordiv Hukum,
— Humas dan
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14.00 wita,
27 Agustus
2020

Landih

Bangli

Datin}

Bangli

Tokah
Masyarakat
(25 orang)

Pimpinan
Bawaslu
Provinsi Bal

| Kelut Rudia,

Kordly Hukum,
Humas dan
Datin)

| 10.00 wita,
18
September
2020

'TI'Emhuku

10.00  wila,
24 Oktober
2020

Tembuku

Bangh

Tokoh
Masyarakal
(25 crang)

Pimpinan
Bawash
Provinsi Bai

SE MM |
Kordiv Hukum,
Humas dan
| Diatin)

| Ketut Rudia, |

SE.MM (!

Bayung Cerik

Kintamarn

10.00 wita,
13
Novemnber
2020

13.00 wita,
13

2020

Kintamani

Susut

Tokoh
Masyarakat
{25 orang)

' Pimpinan

| Bawasly
Provins Ball

| Ketut Ruda,
SE.MM {
Kordiv Hulkum,
' Humas  dan
 Datin)

' Bangli

Tokeoh
Masyarakat
{25 orang)

' Bangli

Fimpinan
Bawaslu
Kabupaten
Bangli
Mangan
Mudana
Atmaja

SH. M.Ag
(Kordiv HPP)

Tokoh
Masyarakat
{25 orang)

Fimpinan
Bawaslu
Kabupatan
Bangli
MNengah
Mudana
Atmaa

SH. M.Ag

| (Kordiv HPP)

10.00 wila,
14
MNovember
2020

Tembuku

Bangli

Tokah
Masyarakat

(25 orang)

Pimpinan
Bawaslu
Kabupaten
Bangl
Nengah
Mudana
Atmaa
SH.M.Ag
{Kardiv HFP)

Pukul 10.00 |
5 1230

Kelurahanan

Renon

Denpasar
Selatan

I]enpavﬂar

Lurah Renon,

Bendesa

Anggota
Bawaslu
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Wita, Adat Renon, | Provinsi  Bali,
Tanggal & | LPM Kordiv,
Seplember Kelurahan | Hukum,
2020 Renon, Tim Humas  dan
Penggerak Datin, | Ketut
PEK Rudia
| Kelurahan
| Renon,
kepala
Lingkungan
se-Kelurahan
Renon,
Karang
| Taruna
| Kelurahan
Renon,
Keiua
Pecalang
Desa  Adat
Renon, dan
Kelhan Adat
se-Desa Adat
———— —— L L L e TN T ﬂmn
9 | Pukul 1600  Kelurahan Denpasar Dienpasar Masyarakst | Panwasiu
- 17,30 wita, | Penatih Timur Kelurahan Kecamatan
Tanggal 13 Penath ' Denpasar
MNopember | Timur
|| 2020
10 | Pukul Kelurahan Denpasar  Denpasar Masyarskst, | Panwaslu
18.00-19.30 | Dangin Puri Timur Kepala Kecamatan
wita, Lingkungan, | Denpasar
Tanggal 13 ibu PKK, dan | Timur
MNopember I Seka Truna
| 2020 | _ |
11 | Pukul 10.00 | Desa Sumerta | Denpesar | Denpasar | Masyarskal, | Panwasiu
- 12.00 | Kauh Timur Kepala | Kecamatan
| Wita, Lingkungan, | Denpasar
| Tanggal, 15 ibu PKK, dan @ Timur
Mopembear Seka Truna

_ 2020 _

12 | Pukul 13.00 | Kelurahan Denpasar | Denpasar | Masyarekat, | Panwasiu
- 15.00 | Sumena Timur Kepala K.ecamalan
\Wila, Lingkungan, | Denpasar
Tanggal, 15  Ibu PKK, dan | Timur
MNopember - Seka Truna
2020 '

(13 | Pukul 16.00 | Desa Penalih | Denpasar Denpasar | Masyarskal, | Panwasiy
- 15,30 | Dangin Pun Timur ' Kepala Kecamatan
WWita, 15 Lingkungan, | Denpasar

Nopember ibu PKK, dan | Timur

2020 Seka Truna
14 | Pukul 18.00 | Desa Kesiman | Denpasal Denpasar Masyarakat, | Anggota

- 20.00 | Kertalangu Timur Kepala Bawaslu Kola
|| Wwia, 15 i Il Lingkungan, | Denpasar/Koor
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Nopember ibu PKK, dan | dinator Divisi |
2020 Seka Truna | Hukum, '
Humas, [Data
dan Informasi,
Dewa Ayu
Agung Manik

) | Oktariani

15 | Pukul D930 | Desa  Sanur Ijéhpﬂaur Denpasar Mas'y-'-!'qrakat Panwaslu
sid 1030 | Kaja Selatan dan Kadus | Kecamatan
Wita so-Desa Denpasar
22 Sanur Kaja Selaian
Nopember
2020

16 |Pukul 08.30 | Desa  Sanur | Denpssar | Denpasar Masyarakst | Panwasiu
sid 10.30 | Kauh Selatan dan Kadus | Kecamatan
| Wita 22 se-Desa Denpasar
MNopember Sanur Kauh | Selatan
2020 )

17 | 19.00 WITA | Mengwitani | Mengwi Badung Unsur-unsur (1. | Kewt
s.d selesai, masyarakat: Rudia,
Minggu, 13 ' 1. ASN; SE.MM
Seplamber 2. Pegawai (Anggota
2020 Kontrak; Bawasiu

3. Bendesa Provinsi
Adat; Bali)
4 Kepala 2. Made
Dusun; Pande
5. Tokeh Yuliartha,
Masyarak SH
at; (Anggota
6. Tokoh Bawaslu
Agama, Kabupaten |
7. Towaoh Badung)
Parampua
n; dan
g, Disabilitas |

18 | 19.00 WITA | Lukiuk Mengwi Badung Unsur-unsur | 1. | Ketut
sd selesal masyarakat: Rudia,
| Selasa, 22 1. ASH; SE MM
- Septamber 2. Pagawa {Anggoia
2020 Kontrak; Bawaslu

| 3. Bendasa Provins
Adat, Bali
4. Kepala 2 Made
Dusun; Pande
5. Takoh Yuliartha,
Masyarak SH
at: (Anggota
| 8. Tokoh Bawaslu
Agama; Kabupaten
' 7. Tokeh Badung)
Perempua
n; dan
B. Disabilitas |
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18 1000 sd| Tuban Kuta Badung  Unsur-unsur | 1.1 Ketut
selasal masyarakat: Rudia,
Juirmat 2 1. ASN, S5.E. MM
Oktober 2. Pegawai {Anggota
2020 Kontrak; Bawaslu

3. Bendesa Provinsi
Adat Bali)

4. Hepala . Made
Dusun, | Pande

5. Tokch Yuliartha,
Masyarak a.H
at; {Anggola

&5, Takah Bawaslu
AQama, Febupaien

7. Tokoh Badung)
Perempua |
m; dan |

' Disabilitas |

20 (168,00 sd| Tibu Eun&nﬁ Kuta Utara | Badung Linsur-unsur 2 Ketut |
selesai, I masyarakat; Rudia,
Jumat 2 1. ASN, SE MM
Oktober 2. Pegawai (Anggola
2020 Kaontrak; Bawasiu

3. Bendesa Pravinsi
Adat, Bali)
4, Kepala | 2. Made
Cusun; FPande
5. Tokoh Yuliartha,
Masyarak S5H
at; {Anggota
6. Tokoh Bawasiu
Agama; Kabupaten
7. Tokoh Badung)
Perempua |
n; dan |
Disabilitas

21 | 10.00 WITA | Benoa Kuta Selatan ~ Badung Unsur-unsur | Made Pande
sd selesa, masyarakat. | Yuliartha, SH
Selasa 6 1. Pengurus | (Anggota
Oktober Deca Bawasiu
2020 Adat; Kabupaten

Z. Kepala Badung)
Lingkunga
m;

3. Kelian
Banjar;

4. Tokoh
Masyarak
at; Tokoh

_ Pemuda

22 [ 10.00 WITA | Plaga Petarg Badung Unsur-unsur Nyoman
s.d selesai, masyarakat | Mulian,

Rabu 7 1. Fj S.5T.SE. MB
Oktober ! Perbekel | iomed (Ketua
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23 | 10.00 WITA
ad selesai,
Kamis &
Oktober
2020

Jimbaran

24 | 10.00 WiTA |

| 5.d salasal
Jurnat g
| Oktobear

Saminyak

ey

Kuta Selatan

Desa

Flaha;

2. Sekretarl
8 [Desa
Plaga:

3. Ketua
BRPO:

4, Ketua
Salgas
COVID-
19;

5 FKetus
LPM;

B. Ketua TP
P
Desa
Plaga;

7. Ketua
Karang
Taruna;

8. Ketua
Karang
Lansia;

9. Ketua
PPS;

10, Tokoh
Masyarak
at,

11 Kelian
Banjar
Dinas,

12 Bendesa
Adat

‘Badung

Linsur-unsur

1. Pengurus
Desa
Aciat,

2. hepala

Lingkunga
i

3. Kelian

Banjar;
4. Tokoh
Masyarak
at;
§ Tokoh
Pamuda,

1 Ketut Al
masyarskat:  Astasoma, SH

Panwaslu
Kecamatan

Petang)

(Ketua
Bawaslu
Kabupaten
Bacung)

Badung

Unsur-unsur

masyarskat:

1. Pengurus
Chesa
Adat;

Z Kepala

Panwasiu
Kecamatan
Kuta
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| 16.00 WITA
sd selesai
Jumat )
Oktober
2020

10.00 WITA
s.d selesai
Rabu 14
I Okiober
2020

28

Kerobakan
Kaja

Kedonganan

Kuta Utara Badung

3.

4. Tokoh

at;
6. Tokon
Pemuda,

Lingkunga
n;
Kelan

Banjar,

Masyarak

. Badung

L.I'nm:-unsur-
masyarakat:

¥
2

3

Unsur-unsur
masyarakat:
1,

5.

. Tokoh

27 | D9.00 WITA
5.d selesa,
Kamis 15
Oktober
2020

' Darmasaba

Abiansemal | Badung

Unsur-unsur
masyarakat’
1.
.

3

AEMN:
Pegawal
Kontrak;

- Made

Bendess
Adat, '

. Kepsla

Dusun;
Tokoh
Masyarak
Ht.

Agama;
Takah

Ferempua
n; dan
Disabilitas

{Anggoia
Bawaslu

Kabupaten
Badung)

Pande
Yuliartha, SH

Penguru
& desa
ada, |
Kepala |
lingkung
g,
Kedian
banjar;
Tekoh
masyara
kat, dan
Tokoh
pemuda

| Gusti Mgurah

Bagus Cahya
Sasmita, 5T
{Anggota
Bawaslu
Kabupaten
Badung)

ASMN,
Pegawai
K.ontrak;
Bendesa
Adat;
Kepaia
Dusun;
Tokoh
Masyarak
.

| Ketut  Alit
Astasoma, S H
(Anggota
Bawaslu
Kabupatan
Badung)
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[ B. Tokeh
Agama;
7, Taokch
Ferempua
n; dan |
08.00 WITA | Kerobokan | Kuta Utara | Badung Kelian Dinas | Panwaslu
sd selesal, se-relurahan | Kecamatan
Kamis 2% Kerobokan Kuta Utara
Oktober
2020
10.00 WITA | Canggu Kuta Utara | Badung Kelian Dinas | Panwasiu
s.d selesai, dan BPD di Kecamatan
Jurmat 30 Desa Kuta Litara
Oktober Canggu
2020
08.00 - Desa Rendang Karangasem | Perbekel, | Ketut Rudia,
10.11 Wita, | Pempatan B8P0 Desa | SE, MM
| 30 Peampatan,
September PPS, Tokoh
2020 Masyarakat,
. . LPM, KBD
11.20 Wita | Desa Sidamen Karangasem | Anggota | Ketut Rudia,
- 12.50 | Telagatawang PRE, S1T, | BE., MM
Wita, Kawil,
30 Sekdes
September Telagatawan
2020 | q, K.aur,
Tokoh
Masyarakat.
Polsek, PKD,
dan I
perangkat
T x Y m- -
1242 Wita | DesaMacang | Bebandem | Karangasem | Pecalang, | Ketut Rudia, |
- 15.02 Linmas, PKK. | SE., MM
Wita, Tokoh
30 Pemuda,
September Patani,
2020 Siswa, Kelian
Banjar Adat,
dan BPD
Dess
Macang
1000 —| Dasa Kubu Karangasem | Perbekel, | | Ketut Rudia,
12.06 Wia, | Baturinggit Bhakin, BPD, | SE., MM
5 Dkiober Dan  Tokoh
2020 Desa Adat.
05.00 Wta | Desa Purwa | Abang | Karangasem | Polsek, 11 Nyoman |
=~ 11.00 | Kerthi Danramil, Merda Dana,
Wita, STT, Tokah | SH
20 Oktober |Mas;|.raraita1 {Anggota
2020 dan Perbekel | Bawasiu
! | Kabupaten

55




LKIFP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020

) _ Karangasem)
35 [ 11.00 Wita | Desa Karangasem | Karangasem | Tokoh | Gusti Putu
- 1330 | Padangkena Masyarakat, | Selat Bonika
Wita, Bhabinsa. (Anggota
20 Oktobar Tokoh Panwascam
2020 Pemuda, - Karangasem)
' Taokoh Adat.
36 | Pkl 09.00 - | Kukuh Marga | Tabanan Pesera 1. Kordiv '
12.00 wita berasal dan HukLim
& November takoh Humas
2020 masyarakat data dan
desa  kukuh Informasi
sebanyak 30 Bawaslu
orang Frovinsi
peserta Ball Bapak
| ket |
Rudia,
SE. MM
2. Ketua
Bawasiu
Kabupaten
Tabanan
Bapak I
Made
Rumada,
SE
37 | PK 1300 - | Sesandan Tabanan Tabanan Peserta 1. Kordiv
16.00 Wita Berasal dari Hukum
8 November tokoh Humas
2020 masyarakat data dan
desa Informasi
Sesandan Bawaslu
yang Provinsi |
berjumiah Bali Bapak |
sabanyak 30 | Ketut
|lDrang Rudia,
| peserta SE.. MM
‘2. Ketua
. Bawaslu
Kabupaten
| Tabanan
Bapak I
| Made [
| Rumada,
| =.E
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BAB.IV

CAPAIAN REALISAS| KEUANGAN

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020
dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Pravinsi Bali
sebesar Rp. 72.212.022.000,-, Perlede bulan Januari sampai dengan bulan Desember
2010 terealisasi sebesar Rp. 55.040.691 441 - (81,76%), yang terdiri darl Belanja
Pegawal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.083.790.000 - terealisasi sebesar Rp.
6.831602 398, (B4,41%). Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 63.853.582000- terealsasi sebesar Rp. 51.952614.043.-
Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp.
264.650.000 - terealisasi sebesar Rp256.475.000 - (96,91%)

( 81 .36%)

4.1 Persentase Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015 dan Tahun
2020 per sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel, 4.1

Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2015

No | Sasaran

‘Anggaran (Rp)

Netaas )

kualitas

pemilu
integritas

pemilu
' pemilu
demokratis

sebagai

demokrasi

Meningkatnya

. pengawasan

dan

untuk

mewujudkan

yang

bagian

dari  konsolidasi

Sumber. (aparan kip 2015

penyelenggaraan |

|
Rp. 31.948,306.000 |

Rp 22.092.522 198

89.15%

a7
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Tabel. 4.2
Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2020
No Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 'Eh_-:{ﬁ; |
Program i = ==
Fangawasan
Pen raan :
§ | e Rp. 72212022000 Rp 58040691441 81,76 %

Berdasarkan data tersebut terdapat kenakan Jumilah Capaian Realisasi
Keuangan dalam Pengawasan Pemilu/Pemilhan Tahun 2020 yang mengalami
peningkatan sebesar 1542%. Peningkatan Jumiah Capaian Realisasi Keuangan yang
terdin dari Kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal,

4.2 Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020
sebagai berikut:

Tabel. 4.3
Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan Tahun 2020

e

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
1 | pengawasan pemilu oleh Bawsaslu Provinsi dan G205% | B1.768%
Lembaga Pengawas Pamilu Ad-hoc

Bumbaer; r-monay Bappenas
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4.3 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Jenis Belanja

adalah sebagal berikut :
Tabel. 4.4
Rekapitulasi Berdasarkan Per Jenis Belanja Periode Bulan
Januari s.d Desember 2020
M| oawa o |JEMSBEUANGE | PAGu. | REauSa | % | o BRR,
 Belanja Pagawai BOS37S0.000 | 6831602398 | B441% | 1.262 187602
1 IP-I MWF,EP&‘}“”"' Belanja Barang. 20836 193.000 | 18207140210 | 8823% | 2429.062 790
| Belanja Modsd 2684 663 000 256475000 | 096.91% 8:175.000
Hibah Beianjs Pegawal o LB mpow] 0 o]
2 | ot Nagee | DSi8nia Barang | 43277359000 | 33745473833 | 78.08% | 9471995187
(APBD) : Belanja Modal : 0 a i 0% i
CJumiah | 72292022000 | 59.040.691.441 | 81.78% | 13,171.330.558 |
Surnbar. OM-SPAN

4.4 Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Qutput

adalah sebagai berikut :
Tabel. 4.5
Rekapitulasi Berdasarkan Per Qutput Periode Bulan
Januari s.d Desember 2020

mo | KODE NAMA OUTPUT PAGU REALISASI %
Jumlah Laporan Layanan =

1| 5300 | B 1 757.663.000 1109273650 | 63,11
Takniz Panyslenggaraan

2 [ 5245002 | Pengawasan Pemilu Bawasiu 2002 791.000 1818310852 | 00.78%
Provinsi dan KabupatenHola

= Laporen Pengelalaan Administras
3 | 5245007 | dan Manajemen Penanganan BE1.835.000 692353480 | &0.33%
| Pelanggaran .
4 | 5245008 | Laporan Fasilitasi Bidang Hukum 124.010.000 | TEA0EE00 | B1.61%
[ Laporan Pangalolaan Kehumasan

] 5245009 dan O informas: 441.550.000 J2E. 796 187 T, D0
Llpnmn Pangawaszan

& | 5245010 | Penyelenggaraan Pemilhan 43,217 389.000 33745473833 | TE08%
FKepala Daerah = )

7. |Baesan | LANONTCEmE N Fasne 224 650,000 217.100.000 | 9e.64% |

8 | 524550 | Layanan Perkaniorsn 23.582 083 000 21.054 986 050 | 89.28%

Jumlah il 72.212.022.000 | 580400681, 441 | 81,76% |

Sumber OM-SEAN
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang

terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2020, sehagai
benkut:

¥

Ba

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan
Umum Frovinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-
Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan
capaian rata-rata indikalor sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang
telah mencapai rata-rata indikator sebesar 81,76%:;

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2020 telah efektif dan efisian:
Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya
dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilhan sebagaimana yang telah
dipersyaratkan pada UU Momar 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan
Pemenntah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang — undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas tetapi masih
adanya beberapa permasalahan seperfi Panwas Kecamatan, PPDK  dan
Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoe)
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1. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Par Jenis Belanja
adalah sehagai berikut :

Bulan : Januari 2020

JEMIS

NO | mEpanA

FAGU

RPA HAL Il

DiPA

REALISAS!

%

GAP %

KETERANGAN

Balanja
Fepawsal

17683, 627.000

1.032.724.000

2 Balanja
Barang

18303201000

23845032 0.13%

168 380 0

G5 458720

5 Belaria
Bdodal

Jurmlah

3. F41.539.000

15340000

a

5,71%

Pambsyparan Gajl
Pegawai

terealisasi  =stap
baulan aalam
setahun

i, 38%

0.56%

-Pembayaran
layaran
perkantaran
(Operasional,
parnialiharaan
kantor dan [asa
lminnya)
leraalizas
sabulan
satahun
-Kegiatan
terlaksans sesual
arahan [Emainan
dan L1
tahapan Filkada

dalam

0,00

0, 0%

Mazih proses
parencanaan
dengan pihak:
pihak yang terkan
pengadagn

39728 347 00O

1 216 463 000 |

Butan : Februari 2020

JENIS
_BELANJA

PAGH

APA HAL Il

Balanja
Pegawal

17 683,627 .000

20.303.761 |

0,23%

REALISAS|

CAP %

KETERANGAN

DiFA

1,048 839 000

18303204000

1

373,365,004

B37.886.132

3.04%

2, B6%

1205975 593

6, 50%

{4 55)%

Pombayaran Gal
Pegawai
lorealisasi snlama
sabulan
- Permbayarsn
|@yanan
perkanioran
(Bpersional,
P rmatihasaan

targalizam
sebulan

- Kagiatan
terlaksana sesum
arahan - pivpinen
dan SRS

tahapan Pikada |

3.741.530.000

115.998.000

30,7278 387000

1.538.012.000

1744870725 |

0,00%

Masih proses
pEranCanasn

dalam proses
pengadaan

(0.52)%

RPAHAL I
CiPA,

REALISAS)

GAP 5

KETERANGAN

17,683 627.000

18.303.201.000

17142 362,000 |

B8 TH 3583

2.55%

B85, 265.000

1038 040 525

S.688%

S4TH

Pambayaran Gap
Pagawal
teraalisnsi selama
sabiulan

(2.0 I

-Pembayaran
layanan
parkentoren
{operasional,
pameliharaan
kanfor dan  asa
lzinnya)
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= , - ferealisasi
sabulan
-Hegiatan
tgrlaksane seoual
arahen  peEmpinan
dan seaual
i {ahapan Pilkada
Betany Masih Prosas
3 a8 j parencanaan
Madal 3 741 830,000 152.2681.000 0| o000% 0,.00% datarn e
= . _ pengadaan
Jumish | 38726.387.000 | 1558 012,000 1867 HI1.678 | 308% |  0.06% |
Budan : April 2020 = =
o JEMIS RFA ‘m T
NO | meiaia | PAGU DIPA REALISASI % | GAP% | KETERANGAN
Balanja P DipaEn. Sy
1 093, B
Pegawal 8.0583.780,000 545233 000 620421.037 | B6.43% 0.31% AP o e
————— == | sebulan
- Pembayaan
laymnan
peruanoran
(operasional,
' pemeliturian
kamior dan pasa
i | Izinmya)
anja ; tarealisasi
2 Barang T5.712.748.000 | 1.680.241.000 BT1.670.028 | 555% W20% | | hlan
| - Pembayaran |
perjelanan  dinas
dan beberapa
kegatan  yang
ferlaksana pada
bBulan
e L i sebalumny's
Baliime ada
3 Modsl - _IEE‘-;I.EED.DUEI — i HFHE:T% 0,00%: belsnia modsl
Jurritah 24071 1BA D00 | 7 244 474,000 1.302 350,065 | & 785, 3.54%
Bulan : Mei 2020 - o
JENIS A HAL 1 T i o
NOD BELANJA PLGU CIPA, REALISASI] L GAP % KETERANGAN
y | Beana B085760.000| 529,892,000 TIA16623 | B.04% | (125% oget
| Pagaval v ' s ' . (1,25) terealisas selama
_sabudan
- Pembayaran
: layanan
1 Fﬂl'hiﬂl'l'l.ﬂrﬂ.n
[operasional,
pemalthasaan
kanicr dan jasa
— \gdnmya)
anjg larealisasd
2 | Barang 15.712. 748,000 1.480 284000 1443116824 | B84 0,305 o
-Pambayafan
parjalanan  dinas
dan beberapa
kegiatsn  yang
terigksans  gada
bulan
_ sebedumnya
g | Bueis 264 650000 25,000,000 0| ooow| ooow M_E“”'.' RO
Jumiah | J4.0711RB.OD0 | 2 145 155 000 7174733547 | 0,03% [RFT
Bulan ; Juni 2020
JEN = REA HAL 3 e ; Fol
G Fembayaran Ga)l
ija Fegawa
i Pagawei 083, 780 000 1.068 TRS.000 | FR2ATEO2S | 645% 18.5)% et malakid
TR S P L L TS B —i il e — aaa ﬂm“ '
2 |Benja | 17317826000 | 1572083000 867109253 | S01% | (4,081% |-Pembayaran |




——— e

Barang

o | Belanja
Modal
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2654650000

Jomiah ]

17 S00.000

6.65%

168, TH)%

__| secara Danng

L e

kanlor den  ja3a
| mannya)
lerealizas
sabulan
| -Pembayaran
| beberapa
Legialan ¥ang
farlaksana
dangan progediu
MNew Noymal dan
Tartaksananya
Pengadaan Al
Fenanganan
Cavid-19

25678 268 000

1406 687 378

548% |

= rrar

(5. 58)%

coduli 2020
JENIS
BELANJA

PaGL

REALIEAS|

%

AP %

KETERANGAN |

4 Balanja
Pagawal

B.093.780.000

Belanja
Barang

173717 828,000

11809482000

554 381,501

B.85%

i0,58)%

= =
Pambayaran Gajl

| |
loroalisas! selama |
sabulan

1153 138401

B, 54%

0, 16%%

- Pemoayaran
Iy
parkanioran
ioperassonal,
pEmalSEEan
kantor dan  [asa |
I@inrya)
lerzalizas|
sebulan

-Pembayaran
beberapa
kegiaten yang
lerlaksana
dangan  prosedur
Mew Narma! dan

sacara Daring

264,850,000

34T 000

25676.268.000 |

1.763.677.000

0, O

ST

0439

Proses pakarigan
pengadaan
renavasi  gedung

aan UEHIHLII'IEI'I

B57T%

PAGU

RPA HAL 11
DiPA

GAP W

KETERAMGAN

B.083. 780,000

L

1282 347 000

301 .830.814

|
8.01% |

i5.94)%

Pembayaran Gajl
Pagawal
terealisas salama
gaiulan

Belanja
B&F‘H'Ig

17317 828.000

2.066.1356.000

1187354021

|
6.91% |

(5.021%

210.215.000

188500000

75,38%

(397%

- Pambayaran
layanan

toperasional,
hanoranLm,
pemelinaraan
kanior dan jasa
Falrrya)
terephisasi
sebulan

- Pambeyaran
beberapa
kengaaian)
berinkeamg
denpan  prosedur |
New Normal dan |
_secara Daring
Fembayaran aias |

yang
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Muodal | ' |plni|adam T
_ rEnovasi  gedung
| (- N | —— | AT} B
Jumiah | 257676 268.000 | 3558 468000 2,198784.635 | B50% | (5,005% | -

NO | prranga | PAGU wm REALISASI % | GAP% | KETERANGAN
| bayaran Gaji
1 ok BOS3 Pegawsl
053, 780.000 GTA.728.000 5202716838 | B.54% (1,795 Pl
: _sabulan
-Pambayaran
Hyanan
parkartoran
[oparasianal,
Nerararun,
pemeliharaan
kanlor don jasa
Einnya)
tarealisas)
Belanis sebulan
2 Barang 63 863 582,000 2.780,038.000 1404170285 | 220% | (2,17}% |-Pambayaran
baberapa
| kegiotan  yang |
heriaksarn
dangan prosadur
Mew Narmal dan |
secara Daring
- Proses
Feragmaahan
Hibah  Belarja
ISPZHL)
i Eudah
| terlghsananya
| pengadaan  alsl
0% {d A5)% | penanganan
ovid- 18 saria

fEACvas gnﬁ.u'rg
dan ba:

= = s

| "
Belania > :
fi | Madai 364 550.000 8232000 0

Jumiah 74272022000 | 340097000 | 16030389122 | 360 (213%

E_H'l_nmm = =

MO | g8 | pacu EPATALN REALISASI % | capw | KETERANGAN

Pembayaran ll:h_H
i

lermalisasi selama
ssbulan s
-Fambayaran
lmyanan
parkanbaran
[operasional
| hongrasium,
pemalinaraan
kantos dan jasa
lainnya)
forealisas
sabulan
-Pambayarmn
bebsrapa
kegiatan  yang
teriaksana
derngan prossdur
New Normad dan
secara Dasing
« Pengesahan
Eslanja Hibah
(BPZHL)
Sudan
—_— terlaksananya
3 264,650 458, PRIGICRAT | Rl
Modal £0.000 &.458.000 a 0% | {2.441% ' penanganan
covid-19 sy

I renovasi  gedung |

. E:I;-‘:m 8.093.790.000 | 726.212.000 830041342 | 6,56% | (242%

2 ﬂ:’: B3.553.582.000 | 16271509000 5664, 177,565 | B.87% | |18.61)%
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Jumiah

d_lﬂ bangunan

6.194.218 877

(14,8708

= e e

-

mﬂl_n : November 2000

JENIS

_BELANIA

PAGL

HPA HAL I
CHPA,

GAR B

Balang
Pagawai

B.0e3.780.000

Ba5.358.000

Belanja
Barang

| 7221 062.060

63 853, 582.000

20821 057,000

528.452.312

6,53%

Pambayaran Gaji
Pagawai

tarpalisasi salame

13:907.005.213

21, 78%

A6 650,000

18508000 |

38:375.000

(10,83)% |

- Pengeasatan

Babulen

‘bebarapa
kergiatan wang
tariaksang
dengan prosedur
Mew Normal dan
secara Caring

Belanja  Hibah
(SPZHL)

14, BE%

(7,BB)%

Teraksananya
pangembangan

91 A54 634000 |

14,474,932 525

LI e et

A HAL I
DIPA

REALISASI

1 108% |

‘Websiie dan PPID

E

GAP %

Balanja
Barang

8,080 70600

1.308,1168.000

1.033,230. 631

12,645

200035903000

23151.780.415 | 35.36%

264 850.000

21.163:000

72212022000

| 21367212000 [

o

{3.50)%

o i e

£ BT

-Pambayaran

P8

Pembayaran  Gajl
Fagewai
tarsnlisasl aalama
sebudan

lByansn
padkantoran
(oparasional,
honaranum,
pamelinaraan
Rardor dan  jaga
lainmnwa)
‘tereslisasl
Sabulan

beherapn
kagiatan
|eriakamrna
dangan prosadur
e Noma! dan
sacara Daring

yang

Balanja
[SP2HL)

Hibah

24,175.020.946 |

(B.01)%

Taraksanarya
pangambangan
ﬁf_uﬁ:.ita dan PFD

3,88%
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2. Berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2020 Berdasarkan Per Qutput
adalah sebagai berikut :

Bulan : Januari 2030

W | EeOn, NANA QUTPUT PAGU REALISAS %
1 52450071 | Jumlah Laporan Layanan Administasi 1.408, 150,000 Q 0.00% |
3 5245002 | Teknis Penyelenpgarsan Pengswasarn  Pamilu 1.440.053.000 | 654528720 4 71%
_Bawaslu Provins den Kabupatenfota | N
5245007 | Laporan  Pengelolsan  Admiistrasi can 813,672.000 | o 0.00% |
Manajemen Penanganan Pelanggeran SOV, |\ R— ||| —— et
4 | 5245008 | Laporan Fasinasi Bldang Hukum 186 825.000 g | 0.00% |
5 | 5245009 | Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data 710,463 000 o] 0.00%
Informasi
s §245 010 | Laporen Pengawasan  Penyslenggaraan 100,000 o 0,00%

WA | Pemilihan Kepala Daerah L |
7 | 5245851 | Layanan Sarana dan Prasarana intemal | 3B53m4T.000 0 0,00%

= .E‘*L"-?'i | Layanan Pefcanioran |_31.531.267.000 23845032 |  0,08% |

Jumiah | 39.728 367 600 20304 761 [ 0.53% |
Bulan : Februari 2020 B
Tl S NAMA DUTPUT PAGU REALISAS) %
1| 5245001 | Jumish Laporan Layaran Admirisiras) 1,400,150 000 21.843.200 | 185% |
2 §245002 | Teknis Peryalengparaan Pengawssan Perviu | 1,410.053.000 | 280.510.002 | 2053% |
il Bawasiy Provinsi dan Kebupaten/iola o N |
5 | 5245007 | Leporan  Pengelolaan  Administrasl  dan 413,672,000 38,114.400 | 488%
Manajamen Pena F'-hn“nn | i
4| 5245008 | Laporan Fasiltasi 196,825,000 | 9 0.00% |
. 5245009 I Laporan Fmgﬂulnan Hehumn dan [Clata 710,483,000 0 0. 00%
=1 Informasi === i) I\
g | F245.0M0 | Laporan Pengawesan Penyclenggaraan 100,000 i 7] 0.00%
.| Pamilihan Kepala Dearah 1= sl
7 | 5245051 | Layanan Sarana dan Prasarsna internal 3,653 847,000 | 0 0,00%
8 | 52450684 | Layanan Perkanioran 31631267 000 | 1 395 103,193 4,42% |
Jumlah 39.726.367 000 | | 744 870725 4,39%
Bulan : Maret 2020
NG | oureur NAMA OUTPUT PAGU REALISASI %

1 | 5245001 | Jumlah Laporan Layanan Administrasi 1.408.150.000 |  73.777.700 524%
o | 5245002 | Teknls Paryslenggaranr Pengawasan Pemiu |  1.410.053.000 88410038 | 8.27%
=—aul Bawash) Provinsi dan Kabupaten/Hota ] e — -
4 | E245.007 | Laporan  Pengeloisan  Administrasi  dan 813672 000 74 DEE 000 0,.10%

| Manajamen Penanganan PelanggarsEn s e o

|4 | 5245.008 | Leporan Fasiitasi Bidang Hukum | 198825000 | 0 0,00%
5 F245.008 | Leporan Pengelolaan Kehomasen den Data | 710.463.000 0 0,00%

Informasi

g | 5245010 [laporan  Pengawssan  Pewesnggaraan 100,000 ol B.00%
| ___ | Pemilihan Kepala Dwerah PR R
_ 7 | 5245051 | Laysnan Sarana dan Prasarana Intemal 3.653.647,000 o | 0,00%
| 8 | 5245004 | Layanan Perkantoran 31.531.267 000 | 1.331.575.138 4,22%
Jurnlah 39.726.367 000 | 1.567.831,678 3,95%

Bulan : April 2020

NG WHEDE MNAMA QUTPUT PAGL REALIBASI W

1| 5245001 | Jumiah Leporan Layanan Adminstrasl 1065428.000 | 33498000 | 513%

g | 5245.002 | Teknis Penyslenggaraan Fengawasan Pemiu | 1,144.888 000 24 827614 1455
S e Eswasly Provinai dan Habupaten/fola LSk ey g — =
q | B245.007 | Laporan  Pengelolsan  Administrasl  dan | 682 958.000 13,885 000 2.07T%

L | Manajemen Fenanganan Pelanggaran WO | MRSy S po

| 4| 248506 | Laporan Fasillas Bidang Mukum 124010000 | 6800000 | 5474 |
5 | 5245008 IL-putln Pengeiolaan  Kehumasen dan Dala | | 441 580,000 1,625 000 0.37%

nfommasi
& 5245010 | Laporan Pangawasan Panyelenggaraan | 100,000 | 0 0,00%
Femilihan Kepala Daerah : 2 |

|7 5245.951 | Layanan Sarana dan Prasarana inbemal 224650000 o 2,00%
E:] L£245 004 | Leysnan Parkanbsran 19.706.783.000 | 1,311 9A3 251 B,65%

[Emee=r : Jumiah e — 24.071,188.000 | 1,282,309.065 | E.TER
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Bulan : Mei 2020
o | JDLE NAMA QLTPUT PAGU REALISASI %
_ 1 | 5245001 | Jumiah Laporan Layanan Administas) 1.069 428 000 1.080,000 | 0.10%
2 5245 002 | Tehnia P N Pengawasan Femiu | 1744 666,000 44 816,700 Z80% |
Bawashy Provine dan Kabupatan/Kota L
5 | 3245007 | Laporan  Pengelsisan  Admnisiresi  dan BE0 955 000 | o] €.00%
| Manajsmen Pananganan Palanggaran
4 5245 008 | Laporan Fasilitesi ml"ll.ﬁ:u_[['l 124 010000 A 0.00%
s | 5245 009 :..-HP'EIFII'I Pengelolasn Kehumasan dan Duata 441.590.000 4.000.000 | 2,81%
nfarmmas: |
g | 9245010 | Laporan  Pengawasan  Penyelenggaraan 160,000 0] G00%
L= Pemifihan Kapala Daerah |
Fil 5245851 | Layanan Sarana dan Prasarana Intemal | 224850000 | q ] 0,00%
| B | 5245984 | Layanan Perkantoran | 19.786.763.000 | 2 120.836.847 | 70.71%
= Jumiah | 24.071.188.000 | 2174733547 ﬁm
Butan : Juni 2020 B
he | e MAMA OUTLIT PAGL REALISAS| e
1| 5245001 | Jurish Laporan Layanan Administrasi 1.757.569.000 | 0] 0,00% |
2 | 8245002 | Teknis Penyelenggarsan Pengawasan Pemilu 1 882 168.000 22405284 | 1,12% |
Sawasiu Provinel dan Kabupaten/Kota = ) | PO ||| RO ——
3 5245007 | Laporan  Pengelalaan Administrasl  dan 872,450,000 0,950,000 | 1,94%
St an Penanganan Pelangparan =
4| 5245008 | Laporan Fasiitasi Biceng Hukum ~124.010.000 0 000%
5 5245.008 | Leporan Pengeiclaan Kehumasan dan Oata 441 590 000 0 | 0,00%:
Informiasi | {
& 5245070 | Laporan Pengawassn Pemyelenggaraan | 100,000 ] 0,008
Pemihan Kepala Dasah -
¥ 5246951 L._rpmn Sarans dan Prasarana intomal 224650, 000 AT G00.000 | T.83%
B | 5245534 | Layanan Parkantaran _| 20.063.728.000 | 1.358.0327074 | 6,705 |
S 2E8. 1.406.887 278 | £48%
Butan : Jull 2020 - B
MO E‘f ﬂhﬂlﬂ' NAMA QUTRUT PAGH PN -4
-1 45.001 | Jurniah Laperan Layanan Administrasi | 1.757.563 000 17.150.000 0,88%
2 5245002 | Teknis raan Pengawasan Permiu | 1,882, 188000 71.087,200 a5
L - _Bawasiu Proving| dan Kabupaten/iota L . - -
3 5245007 | Laparan Pengeiciaan  Administasi | dan BT2 450 000 14,350,000 184% |
|, Manajemen Penanganan Pelanggaran — IR W———
4 | 5345008 | Laporan Fasiiasi Bideng Hukum 124.010.000 6.300.000 5,08%
s | 5245009 | Laporan Pengelclaan Kehumasan dan Data 447,580,000 1.300.000 0,28%
| Informasi
_E__Ezﬁ._{ilm | Laporan Pengawasan Penyelenggaraan 100,000 0] 0,00%
B —) Pemilihan Kapala Dassah R Nl
7 £245.951 | Layanan Sarana dan Prasarana intsmal 224650, 000 Al 0,00%
B 5245934 | Layanan Pﬂrllg__rﬁnr‘ln 20263728000 | 1.577 542,662 | 7,TE%
_Jumiah 25 878 268 000 | 1687 530 0B | B,57%
Bulan . Agustus 2020 = = :
[ wooE N ._
NG | OUTPUT : NAMA OUTPUT . REALISAS e |
T 5245001 | Jumiah Laporan Layanan Adminisiresi | 1.TAT 883.000 T.490.000 | 043% |
5 | B245.002 Teknia enggarean Fengewssan Pemilu | 1882 168.000 41,854 800 | 211%
R Bawaslu Proving dan Mabupasten/kota [
5 | B245.007 | Laporan  Pengelolsan  Administrasi  dan | B72458.000 3770000 | 0.36%
i e __, Manajeman Pananganan Pelanggaran i
4 | 5245008 | Laporan Fasiitasi Bidang Hukum | 124010000 | 2245000 1.81%
5 | 5245.008 i.r:p-uun_ Pengelolamn Kehumasan dan Data | 441 580,000 1,625,000 0.37%
oemag
g | 0245010 | Laperan  Pengawasan  Penyelanggerasn | 100.000 ) 0,00%
= _ Pemilihan Kepala Daersh - |
|7 | B245.851 | Layanan Sarana dan Frasarana intemal 224650000 | 198.500 000 BB, 30%
8 | 5245994 | Layanan Perkanioran | 201263 728.000 | 1 942 7RG &35 | 8,58%
Jumian | 25676265.000 | 7 198 7B4 B35 B,56%
Bulan : Septembar 2020
KODE
NO | OUTPUT NARS QUTPUT PAGY REALIGAS %
1 E245 001 | Jumiah Laporan Layanan Hl;hnlnlﬂml.l 1 757 683 000 1-&2 HOT G0 9 26%
_? | B24500Z | Teknis Panyelenggarsan Pangawason Pemiu | 1.992.168.000 | 161.711 700 8,12%
Eawaslu Provinsi dan KabupatendKola
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5 | 5245007 | Laporan  Pengelolsan  Adminisirasi  dan B72 458,000 2,965 000 0.34% |
Manajsmen Penanganan Pelanggaran |
4 5245008 | Lagoran Fasiitasi Bidang Hukum 124010000 i 0.00% |
B245,000 Lm Pengelolaarn  Kehumasan dan Cala 44 1.580.000 63709 000 14,435
5 5245 00 Lapur.an Pengawazan Penyelenggarean | 43.217 389000 o 0,00%
- "E“'I"""H_HIIEFI Lasrah
T 5245251 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal 224 B50.000 = { 00
B | 5245.984 | Layanan Percanioran 23.582093.000 | 15227195827 | B45%
Jumish 72212022000 | 1633389122 | 168%
Bulan @ Olbober 2020 .
NO- | QUTPUT NAMA OUTPUT PAGU. REALISASI %
1 5245001 | Jumiah La p{ﬁrll‘l | Laysnan Administrasi 1.757.663.000 | 215504 000 12 45%
[ 2 5245002 | Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu | 1002 168000 251 614,600 12 63%
! Bawaslu Provins dan Kabupaten¥ola — I
3 5245007 | Laporan  Pengelolaan  Administrasi  dan BT2.450,000 B8 581,400 11,41%
Manajamen Penanganan Pelanggeran
4 5245 008 | Laporen Fasdilasi Hukurm 124.010.000 1.250,000 1,04 % |
5| 5245 009 :.arunmn Pengelolasn  Kehumazan dan  Deta 441 560000 32 154 008 7 28%
nformasi
B 5245010 | Laporan Pengawasan Pammlanggaraan | 43.217.389.000 | 4156100410 8E2% |
Pemilihar: Kepala Casrah !
7| 8245881 | Layanan Sarana dan Prasarana intamal | 324,850,000 [} 0.00% |
8 | 5245904 | Layanan Perkantoran | 23.582.083.000 | 1.433943.471 B.08% |
Jurniah 72.212.022.000 | 6.194 218877 | 8.58%
Bulan : November 2020
¥ KODE I ;
NO | QUTPUT oL P % |
= $243.001 | Jumlah Laporan Layanan Administras) 1.757.663.000 | 2R3 453000 16,13% |
o | 5245002 | Teknis Penyelenggarsan Penpawasan Pemiu| 2, 002 791,000 | 193,683 400 | 0674
| Bawasiu Provinal dan Kabupateniala =i i |
3 5245007 | Laporan F'lnq-lhun Adranisbas dar - B84 838,000 234 544 400 | 26,053
| Manajemen Fenanganan Pelanggaran il | ol
4 5245002 | Laporan Fasivasi Bidang Hukum 1:d.n1n.mn_j_ 1,400.000 | 1,13%
g | Be45009 l'nlimn ‘Pengeiolaan  Kehumasen den Data 441560000 1 136738201 | 30,96%
ormasi T
5 5245010 | Laporan Pengawssan  Penyelenggaraan | 43217 360000 | 10354738122 | 23.06% |
= Pemiktan Kepala Dacah S— | e ——
|7 | 5245951 | Leyanan Sarana dan Prasarana Internal 224,650,000 | Q]  000%
| B | E345004 | Layanan Perkanioran S 23.5B2.063.000 | 3,280,356 502 | 13,91%
{ ~ Jumiah 72 215,002 000 | 14474822 525 1 20,084, |
Bulan : Desember 2020
NG | OUTPUT ! NAMA CUTPUT PA%& I )
1| 5245001 | Jumish Layanan Adménstrasi 1757863000 | 288580250 18,42%
5 5245002 | Teknis Panyelenggaraan Pengewasan Pemilu | 2.002.7%1.000 B37 20,674 26,886,
| Hawasly Provinsi dan Kabupsten/Kota e
4 | 5245007 [ Leporan  Pengeiolaan  Admiristrasi  dan B61836.000 | 211758250 | 24 5T%
=5 his Pena i Pelanggaran N e |
|4 | 5245008 | Laporan Fasiiitasi Bidang Huhum | 124090.000 58601500 |  4726% |
| E245.008 | Laporan Pengelolsan FKehumasan dan Dala 447 590.000 BE 566,000 16,408 |
inforrmasi
g | B245.010 | Leporan  Pengawasan  Penyoionggarsan | 43.217.080.000 | 19.234635301 | #4.51% |
Pamilihan Kepals Daerah |
7 5245951 | Layanan Sarana dan Prasarana Inlemal 224 550 000 - 0,50%
] S245.994 | Layanan Perkanioran - 23582 1085.000 | 3757 978.871 15,54%
' Jumiah | 72212022000 | 24175020 M6 33,48% |




